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RIKA ELVIRA
ABSTRAK
RIKA ELVIRA (B11109396),” Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang 
Panai’) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar”, (dibimbing oleh  Anwar 
Borahima Selaku Pembimbing I Dan Nurfaidah Said selaku Pembimbing II)”
Penelitian ini di lakukan karena melihat banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi 
dari akibat penafsiran dan penyimpangan budaya Uang Panai’ yang merupakan 
bagian dari prosesi perkawinan dengan adat Suku Bugis Makassar. Maka dari itu 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan 
Uang panai’ dalam aspek perjanjian, serta untuk mengetahui seperti apa penerapan 
sanksi apabila pihak laki-laki melakukan ingkar janji dari kesepakatan Uang Panai’ 
dalam perkawinan suku Bugis Makassar
Penelitian ini  dilakukan di kabupaten Pangkep dan Kabupaten Gowa dengan 
memilih instansi yang terkait dengan kasus ini yakni penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa 
serta di beberapa tempat lainnya  yang di identifikasi terjadi kasus yang serupa. 
Metode yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara 
kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga 
mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.
Hasil penelitian penulis menganggap pentingnya  Uang Panai’ untuk dibuatkan suatu 
akte Perjanjian  formil yang sah. Untuk lebih memahami esensi perikatan yang lahir 
dari perjanjian dalam perkawinan suku bugis makassar serta untuk memahami satu 
unsur kebudayaan yang sangat mengikat pada suku bugis makassar sebagaimana 
tertuang dalam semboyan siri’ na pacce.
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1BAB  1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 
Eksistensi manusia hingga saat ini berawal dari diturunkannya 
Adam sebagai manusia pertama dimuka bumi ini yang kemudian 
diturunkanya pula Hawa sebagai pasangan dari Adam yang selanjutnya 
menghasilkan keturunan-keturunannya.
Hakikat manusia yaitu melangsungkan kehidupannya secara terus-
menerus yang kemudian menghasilkan keturunan dari generasi 
kegenerasi. Maka dengan hakikat tersebut manusia hidup berpasang-
pasangan yang kemudian membentuk suatu keluarga.
Salah satu yang membedakan manusia dengan mahluk lainnya 
adalah tahapan penyatuan untuk menghasilkan keturunannya yang 
disebut sebagai pernikahan. Hal ini dikarenakan manusia adalah mahluk 
paling mulia yang diciptakan-Nya,sebab manusia selain memilki nafsu 
manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran sehingga layaknyalah 
manusia melakukan perkawinan secara beradab.
Dan di negara Indonesia hal ini tertuang dalam UU Dasar 1945 
Pasal 28B ayat (1), “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, maksud pernyataan 
tersebut adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang 
sama untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 
yang sah, maksud perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang menurut 
2hukum tercatat dalam KUA, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah 
dimata hukum dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin 
oleh negara. Jika sah, maka seluruh anggota keluarga tersebut dijamin 
hukumnya oleh Negara. 
Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman suku, 
adat, budaya dan agama sehingga menjadikan pelaksanaan perkawinan 
sangat bervariasi baik syarat maupun prosesinya sebagaimana  peran 
adat dan agama pun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan 
perkawinan tersebut, selain itu perkawinan juga diatur dalam beberapa 
ketentuan perundang-undangan baik dalam KUH Perdata ,Ordonansi 
perkawinan Indonesia-Kristen,“Huwelijks Ordonantie voor Christen 
Indonesiers” yang disingkat “HOCI” , maupun dalam peraturan perkawinan 
campuran. Kondisi ini menyebabkan terjadinya Pluralisme atau 
keberagaman pelaksanaan pengaturan perkawinan.1
Untuk menciptakan Unifikasi hukum guna menyempurnakan 
pembinaan Hukum Nasional  maka Pemerintah Republik Indonesia 
mensahkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 
namun di dalam undang-undang tersebut tidaklah mengatur secara 
lengkap mengenai perkawinan ini, khususnya tentang teknis perkawinan 
(dalam hal ini yang dimaksud yaitu tentang tatacara upacara pelaksanaan 
perkawinan) karena undang-undang tidak mampu mencakup seluruh 
proses perkawinan  yang berbeda-beda dan beragam dari setiap masing-
                                                            
1  Artikel yang berjudul “ Ordonansi Perkawinan Orang-Orang Indonesia” di akses di 
http;//hukum.unsrat.ac.id/uu/s1933_74. Pada tanggal 22 mei 2014, pukul 21.00 WITA. 
3masing daerah sesuai suku dan budaya yang berlaku di daerah tersebut. 
melainkan aturan teknis tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk 
melaksankannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku didaerah 
tersebut.
Tak terkecuali  kita yang berada di Sulawesi-selatan Perkawinan 
merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 
Sistem Perkawinan di Sulawesi-selatan sangat kental dengan adat Bugis-
Makassar dan dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang 
kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang  dan 
syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang 
berlaku di suku Bugis-Makassar yang disebut Budaya Siri’.
Dan yang akan kami bahas dalam penelitian kami yaitu mengenai 
Doe’ menre’ / doe’Panai’ (doe’ balanja) atau lebih dikenal dengan Uang 
Panai’, Uang Panai’ adalah besaran uang pinangan (uang panai’) yang 
akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki ke pihak perempuan
sebelum melangkah ke prosesi perkawinan.
Sejarah awal mulanya Uang Panai’ ini yaitu pada masa Kerajaan 
Bone dan Gowa-Tallo yang dimana jika seorang lelaki yang ingin 
meminang  keluarga dari kerajaan atau kata lain keturunan raja maka dia 
harus membawa sesajian yang menunjukkan kemampuan mereka untuk 
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak 
dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi 
sesajian itu berupa Sompa / Sunrang, Doe’ menre’ / doe’Panai’danLeko’ 
4atau alu’ / kalu’ atau erang-erang/ tiwi’tiwi’ini menjadi syarat yang wajib 
dan mutlak untuk mereka penuhi dan terkhusus Doe’ Menre’/ doe’Panai’ 
yag kita kenal Uang Panai’ yaitu berupa uang yang ditelah ditetapkan 
besarannya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga kerajaan.2
Namun dari zaman ke zaman budaya ini teradaptasi terus 
kebawah lapisan Kasta masyarakat bahkan pada perkembangannya 
sampe saat  ini syarat ini tidak hanya berlaku pada keluarga kerajaan saja 
namun berlaku secara menyeluruh dan menjadi prasyarat mutlak lelaki 
untuk ingin meminang seorang perempuan bahkan berlaku pula bagi lelaki 
yang bukan dari suku Bugis-Makassar atau kata lain dari luar Sulawesi-
Selatan yang ingin meminang seorang perempuan yang berasal dari suku 
Bugis –Makassar.
Besaran Uang  Panai’ yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh 
status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan 
pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat 
pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi 
jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru, semakin tinggi 
derajat semua status tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan 
uang panai’ nya, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan 
kerena tidak terpenuhinya permintaan uang panai’ tersebut. 
Bahkan hal  persyaratan utamanya  atau menjadi pembahasan 
pertama pada pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan  adalah 
                                                            
2  Hasil penelitian wawancara Budayawan Bugis Bone, pada tanggal 24 maret 2014.
5besaran “Uang Panai” (uang pinangan),uang panai’ atau uang pinangan 
adalah uang yang harus diberikan, calon mempelai laki-lakike pada calon 
mempelai perempuan. Uang panai’ ini seringkali di maknai dengan keliru 
karena di anggap atau dipersamakan dengan mahar, padahal uang panai’ 
tersebut  berbeda dengan mahar. Kedudukannya sebagai uang adat  yang 
terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak 
keluarga mempelai. Uang panai’ juga akan semakin berat ketika keluarga 
mempelai perempuan meminta Sompa (harta tidak bergerak seperti 
sawah dan kebun), Erang-erang (asesoris resepsi pernikahan). 
Pembayaran uang panai’ ini dapat dilakukan pada saat lamaran telah 
diterima atau penentuan hari perkawinan atau pada saat appanai’ balanja
(hari memberikan uang belanja), ataupun pada saat akad nikah akan 
dilangsungkan. Adapula yang melakukan pembayaran sekaligus dan ada 
yang melakukan pembayaran sebagian dan di selesaikan pada saat akad 
nikah akan dilangsungkan. 
Tetapi jika melihat realitas yang ada, arti uang panai’ ini sudah 
bergeser dari maksud sebenarnya, uang panai’ sudah menjadi  ajang 
gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tak 
jarang untuk memenuhi permintaan uang panai’ tersebut maka calon 
mempelai pria harus rela berutang, karena apabila prasyarat uang panai’ 
tersebut tidak terpenuhi akan dianggap sebagai malu atau “Siri’” (rasa 
malu atau merasa harga diri dipermalukan). Bahkan tak jarang permintaan 
Uang Panai’ dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan bagi 
6pihak laki-laki yang datang meminang jika pihak laki-laki tersebut tidak di 
restui oleh orang tua pihak perempuan dengan modus meminta Uang 
Panai’ yang setinggi-tingginya yang mereka anggap bahwa laki-laki yang 
bermaksud meminang tersebut tidak mampu memenuhi permintaan uang 
Panai’ tersebut.
Seperti salah satu kasus yang di temukan di daerah Kabupaten 
Pangkep, dengan permasalahan yang menyangkut budaya siri 
dikarenakan pada saat pelamaran telah disepakati besaran permintaan 
uang panai’, tetapi pada saat pelaksanaan akad nikah pihak calon 
mempelai pria melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah 
dibuat dengan tidak mencukupi uang panai’ yang diminta (dalam hal ini 
mempelai laki-laki hanya memberikan stengah dari yang diminta), lalu 
keluarga pihak wanita merasa Siri’ maka terjadilah tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga perempuan (dalam hal ini adik 
mempelai perempuan membunuh mempelai pria).
Kasus serupapun terjadi di kabupaten Gowa, dimana pernikahan 
dari salah satu anggota prajurit Kopasus nyaris gagal akibat calon 
mempelai pria hanya membawa sebagian uang panai’ dari kesepakatan
jumlah yang telah ditentukan, hanya saja berbeda dengan yang terjadi di 
kabupaten Pangkep yang berakhir dengan pembunuhan, bahwa 
Perkawinan di kabupaten Gowa tetap berlangsung setelah terjadinya 
kesepakatan kedua bagi pihak mempelai pria untuk menyelesaikan sisa 
uang panai’ setelah pinjaman koperasinya keluar.
7Fenomena Uang Panai’ inipun telah menjadi hal yang menyimpang 
dari tujuan yang sebenarnya, maka dari itu berdasarkan uraian diatas 
maka penulis mengajukan skripsi dengan judul : “ Ingkar Janji atas 
Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai’) dalam Perkawinan Suku 
Bugis Makassar”.
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut 
diatas dan untuk membatasi pembahasan maka permasalahan penelitian 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana kedudukan Uang Panai’ dalam aspek perjanjian? 
2. Apa sanksi apabila pihak laki-laki melakukan ingkar janji atas 
kesepakatan Uang panai’ dalam perkawinan suku Bugis Makassar?
1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan 
penelitian Hukum ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan penelitian 
- Untuk memahami dan mengetahui seperti apakah kedudukan Uang 
Panai’ dari  dari aspek perjanjian.
- Untuk mengetahui bentuk sanksi, apabila pihak laki-laki melakukan 
Ingkar Janji atas kesepakatan Uang Panai’ dari perkawinan suku 
Bugis Makassar.
82. Kegunaan penelitian 
Selain tujuan tentunya penulisan ini juga mempunyai  beberapa 
kegunaan, adapun kegunaanya adalah sebagai berikut : 
- Manfaat  Teoritis / Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan 
pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta bagi yang 
berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai Wanprestasi atas 
Kesepakatan Uang Panai’ Perkawinan suku Bugis Makassar. 
- Manfaat praktis 
Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang Wanprestasi 
atas Kesepakatan Uang Panai’ Perkawinan suku Bugis Makassar.
Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada 
penelitian yang sama dengan penelitian ini.
- Di harapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi 
pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan 
yang akan datang.
9BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Hukum Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar
Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara 
jenis kelamin yang berbeda sebagaimana mahluk ciptaan Allah yang lainnya, 
akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang 
berbahagiadan kekal (penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1974)3 bahkan 
dalam pandangan masyarakat adat, bahwa  perkawinan itu bertujuan untuk 
membangun, membina dan memelihara hubungan kekeluarga serta kekerabatan 
yang rukun dan damai.
Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adatyang 
menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan 
keluarga dan kerabat  yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses 
pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat 
terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya 
akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang 
bersangkutan. 
Aturan-aturan hukum adat perkawinan dibeberapa di indonesia berbeda-
beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan 
masyarakat indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh 
adanya kemajuan dan perkembangan jaman. Dengan demikian selain adat itu 
sendiri disana sini telah mengalami  perkembangan dan pergeseran nilai bahkan 
dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksankannya perkawinan 
                                                            
3  Tolib Setiady, 2013. Intisari Hukum Adat Indonesia. Alfabeta, hal. 22
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campuran antar suku bangsa, antar adat antar orang-orang  yang berbeda 
agama, bahkan perkawinan antar bangsa. 
Sementara hukum perkawinan adat suku Bugis-Makassar dituangkan  
dalam bentuk perkawinan JUJUR yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan 
dengan pembayaran jujur , dimana pembayaran tersebut di berikan oleh pihak 
laki-laki kepada pihak perempuan, dengan diterimanya uang atau barang jujur 
oleh pihak perempuan berarti siperempuan akan mengalihkan kedudukannya 
kedalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan 
itu.
2.1.1. Pengertian dan Prosesi Perkawinan Suku Bugis Makassar
A. Pengertian
a. Pengertian Perkawinan Secara Umum
Pengertian perkawinan ditinjau secara bahasa yaitu al-nikah 
yang berarti persetubuhan, namun juga bermakna akad tanpa 
persetubuhan, sedangkan pengertian menurut istilah adalah 
menghalalkan bagi kedua belah pihak untuk bersenang senang sesuai 
dengan syariat sehingga perkawinan itu dipandang oleh manusia dan 
syariat menjadikan bersenang-senang itu sebagai perbuatan yang 
halal. Defenisi yang demikian memberikan kesan bahwa perkawinan itu 
hanya berkaitan dengan hasrat seksual padahal tidak demikian. 
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Perkawinan juga sering diartikan sebagai ikatan suami istri yang 
sah di artikan pula sebagai perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi 
suami istri yang kemudian membentuk suatu keluarga.4
b. Perkawinan menurut Islam
Perkawinan atau Nikah menurut islam yaitu berkumpul dan 
bercampur menurut istilah syarat pula ialah Ijab dan Qabul (‘aqad) yang 
menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang 
diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan 
yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj  digunakan di dalam Al-
Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini 
bermaksud perkawinan Allah SWT menjadikan manusia berpasang-
pasangan menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. 5
Adapun rukun, syarat dan tahapan Perkawinan/Pernikahan yaitu :
1) Rukun Nikah 
- Adanya  calon pengantin/mempelai pria dan wanita
- Adanya Wali nikah (khususnya dari calon mempelai wanita 
wajib)
- Adanya dua orang saksi (laki-laki)
- Adanya mahar atau mas kawin dari calon mempelai laki-laki.
                                                            
4Artikel yang berjudul, “Defenisi Perkawinan Menurut Para Ahli”, Diakses di 
http://definisipengertian.com/2012/pengertian-definisi-perkawinan-menurut-para-ahli/, pada 
tanggal 22 januari,2014, pada pukul 16.00 WITA.
5Artikel yang berjudul, “ Pernikahan dalam sudut Pandang Islam”, Diakses di 
http://www.vemale.com/topik/pernikahan/30217-pengertian-pernikahan-dalam-sudut-pandang-
islam.html, Pada tanggal 22 januari,2014, pada pukul 18.00. WITA
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- Adanya Ijab, yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita 
dan walinya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi
- Adanya Qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon 
mempelai pria6
2) Syarat Nikah (syarat calon mempelai pria dan wanita)
- Beragama Islam 
- Laki-laki dan perempuan tulen (bukan waria atau banci)
- Jelass orangnya (dapat dibuktikan dengan hadir dalam majelis)
- Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga( berilmu)
- Dapat diminta persetujuannya (untuk pengantin wanita)
- Tidak terdapat halangan perkawinan seperti sedang dalam 
masa idah atau mengandung (hamil)7
3) Tahapan perkawinan menurut Islam
- T’aaruf (perkenalan)
- Nadhor/Nazhar (melihat kondisi fisik calon pasangan masing-
masing), dalam hal ini batasan yang dilihat adalah cacat atau 
tidak ataupun cacat mental atau tidak. 
- Khitbah ( lamaran)
- Akad Nikah 
- Walimatul ‘Ursy ( resepsi pernikahan) 8
                                                            
6Artikel yang berjudul, “ syarat Uang Panai’”, di akses di 
http://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/, pada tanggal 23 
januari,2014. Pada pukul 11.00, WITA.
7Artikel yang berjudul, “Rukun dan Syarat Nikah”, Diakses di,   
http://adipanca.com/2013/06/rukun-dan-syarat-nikah-lengkap/, pada tanggal 22 januari,2014. 
Pada  pukul 18.30 WITA.
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c. Perkawinan  menurut  Hukum Adat
Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti 
suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri 
untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta 
membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum 
yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan para 
anggota kerabat dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti 
berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan 
menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.9
d. Perkawinan Bugis Makassar
Pernikahan suku Bugis Makassar dipandang sebagai suatu hal 
yang sakral, religius dan sangat dihargainya. Oleh sebab itu, lembaga 
adat yang telah lama ada, mengaturnya dengan cermat.
Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, suku bugis-
makassar yang terbesar menganut agama islam sehingga pernikahan 
bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai 
seorang suami dengan seorang wanita sebagai seorang isteri, tetapi 
juga lebih dari itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan 
kekeluargaan antara pihak pria dan pihak wanitayang akan membentuk 
rukun keluarga yang lebih besar lagi. 
                                                                                                                                                                      
8Artikel yang berjudul, “ Tahapan dalam Proses Pernikahan yang Syar’i” di akses 
di,http://www.masuk-islam.com/tahapan-dalam-proses-pernikahan-yang-syari-tanya-jawab-
lengkap-dan-penjelasannya.html, Pada tanggal 22 januari,2014. Pada pukul 18.30, WITA.
9Artikel yang berjudul, “ Perkawinan dalam Hhukum Adat”, di akses di, 
http://almuhibbiin.wordpress.com/2011/03/20/perkawinan-dalam-hukum-adat/, pada tanggal
22 januari,2014. Pada pukul 18.30, WITA.
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Tatacara pernikahan suku bugis-makassar diatur sesuai dengan 
adat dan agama sehingga merupakan rangkaian acara yang menarik, 
penuh tatakrama dan sopan santun serta saling mengharga. 
Pengaturan atau tatacara diatur mulai dari pakaian atau busana yang 
digunakan sampai kepada tahpan-tahapan pelaksanaan adat 
perkawinan.
Keseluruhannya ini mengandung arti dan makna.
B. Prosesi Perkawinan 
Tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis-
Makassar terdiri atas 2 bagian yaitu tahapan sebelum melangsungkan 
perkawinan atau tahap peminanga  dan tahap setelah pelamaran. 
a. Tahap Peminangan 
1. Mappese’-pese’/mappuce-puce (Bugis) atau accini’ rorong
(Makassar) 
Prosesi  sebuah acara perkawinan bermula dari fase
pendahuluan  yang dikenal dengan mappese’-pese’/mappuce-puce
(Bugis) atau accini’ rorong (Makassar). Pada fase ini dilakukan apabila 
seorang laki-laki telah menaruh hati pada seorang perempuan, atau 
keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga. 
Keluarga dari laki-laki akan mengirim utusan untuk mengetahui dari 
dekat, secara rahasia tentang kelakuan dan perangai perempuan yang 
akan dilamar. Selain itu pula untuk mengetahui tentang  keadaan 
secara keseluruhan. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh 
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perempuan atau ibu dari laki-laki yang akan menikah ataukah nenek 
atau keluarga dekat lainnya yang dipercaya. Melalui penyelidikan ini, 
akan diperhatikan segala gerak gerik perempuan yang akan dilamar, 
baik dengan hubungannya dengan orangtua, orangtua,tamu maupun 
dengan yang lainnya. Hasilnya akan dijadikan dasar untuk menentukan 
apakah akan dilakukan pelamaran atau tidak. Bilamana ternyata 
disimpulkan bahwa perempuan tersebut memiliki tingkah laku yang 
dianggap baik, mempunyai keturunan yang jelas, berasal dari keluarga 
baik-baik, maka lamaran akan dilanjutkan. Sebaliknya, jika ternyata 
hasil yang diperoleh tidak memenuhi kriteria yang baik maka lamaran 
akan diurungkan. Mappese’-pese’/mappuce-puce atau accini’ rorong
bukanlah satu-satunya dasar yang dipakai oleh pihak laki-laki untuk 
memutuskan keinginannya, tetapi masih ada faktor lain yang ikut 
menentukan, diantaranya adalah adanya kesepakatan dari pihak 
kerabat. 
2. Mammanu’-manu,’ (Bugis) atau a’jangang-jangang (Makassar)
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui status perempuan 
yang akan dilamar, apakah sudah dilamar atau belum. Kegiatan ini 
dilakukan oleh utusan orangtua pihak laki-laki yang dipercaya. Bila 
ternyata belum ada yang melamar, maka akan dilakukan ma’duta 
(Bugis), assuro (Makassar.
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3. Ma’duta (Bugis), Assuro (Makassar)
Perkawinan dilihat dari bagaimana cara perkawinan itu 
dilaksanakan, dapat dibedakan menjadi: perkawinan pinang, 
perkawinan lari bersama dan perkawinan bawa lari10. Meminang 
kadang disebut dengan istilah melamar, yang dalam bahasa bugis 
disebut ma’dduta, Makkasar disebut assuro, adalah pertemuan yang 
pertamakalinya untuk membicarakan kehendak mengadakan 
perkawinan11. 
Kegiatan ini adalah melamar atau meminang dari pihak laki-laki 
kepada pihak perempuan. Orangtua laki-laki atau pihak yang dipercaya 
menyampaikan secara resmi maksud kedatangannyauntuk sepakat 
mengadakan perkawinan diantara kedua belah pihak. Pembicaraan 
saat itu dilakukan secara rahasia. Biasanya pertemuan pertama ini 
belum mendapat keputusan yang pasti atas lamaran itu diterima atau 
ditolak. Keputusan akan diberikan pada kesempatan berikutnya pada 
hari yang telah disepakati bersama. 
Atas dasar lamaran itu, orangtua pihak perempuan akan 
menghubungi pihak kerabat yang dianggap berhak dalam mengambil 
keputusan. Mereka adalah paman, nenek atau kakek bahkan kadang-
kadang kerabat dari kedua belah pihak ibu dan bapak dari laki-laki yang 
akan menikah. Pemberitahuan orangtua perempuan yang akan dilamar 
                                                            
10 Ter Har, 1974:88
11 Djajalengkara, 1981:22
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kepada kerabat mempunyai arti yang sangat besar dan merupakan 
penghormatan kepada mereka. 
Penolakan atas lamaran biasanya dilakukan secara halus, agar 
tidak menyinggung perasaan pihak yang melamar. Beberapa cara yang 
bisa ditempuh untuk menolak suatu lamaran. Misalnya selalu menunda 
jawaban suatu lamaran tersebut dengan alasan belum menghubungi 
keluarganya, atau alasan lain yang dianggap sopan dan tepat. Jika 
lamaran diterima, maka dilanjutkan dengan fase berikutnya. 
4. Mappa’nessa (Bugis) Appakajarre (Makassar)
Tahapan ini merupakan tahap pengukuhan atas pembicaraan 
yang telah dilakukan dan disepakati bersama. Biasanya upacara ini 
dihadiri segenap keluarga dari kedua belah pihak. Kedatangan pihak 
laki-laki kerumah pihak perempuan membawa leko caddi. Bersamaan 
dengan leko caddi pihak laki-laki ini membawa sesaji dan uang belanja 
yang telah disepakati sebelumnya, kue-kue tradisional , kain tiga 
lembar yang masing-masing diletakkan diatas bosarak (baki kecil 
berkaki terbuat dari kuningan dan diberi tutup kain berwarna 
merah/kuning/hitam/biru tua yang terbuat dari beludru yang dihias 
dengan payet), cincin emas sebagai pengikat (passio/Bugis, 
pappakajarre/Makassar).
Upacara ini dilakukan secara formal, salah satu diantara kerabat 
dari pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan 
dan sekaligus menyerahkan satu persatu sesaji yang dibawanya. 
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Penyerahan uang belanja dan lainnya itu diterima oleh wakil pihak 
perempuan dan selanjutnya uang pada saat itu juga dihitung dengan 
disaksikan oleh merekaa yang hadir untuk dicocokkan dengan jumlah 
yang telah disepakati sebelumnnya. 
b. Tahapan Melangsungkan Perkawinan. 
1. Ma’pacci/Tudang Penni (Bugis), Akkorontigi (Makassar)
Mappaci atau mappacing (Bugis) berasal dari kata paccing yang 
berarti bersih. Mapaccing artinya membersihkan diri. Upacara ini secara 
simbolik menggunakan daunpacci atau daun pacar maksudnya untuk 
membersihkan diri. Daun pacci atau daun pacar ini kalau ditumbuk 
akan berwarna merah, dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa-
doa dari para sesepuh masyarakat kepada calon mempelai. Upacara ini 
diselenggarakan pada malam hari, baik dirumah mempelai laki-laki 
maupun dirumah mempelai perempuan. Kedua mempelai mengenakan 
pakaian pengantin. Upacara seperti ini didominasi oleh kaum 
bangsawan dan dilakukan serentak satu malam bersamaan dengan 
acara-acara lainnya. Namun saat ini, upacara mappaci atau korontigi 
sudah menjadi umum dan selalu diadakan pada setiap perkawinan. 
Para orangtua yang diserahi tufas untuk memberikan doa dalam 
acara ini adalah terdiri dari tokoh masyarakat yang dipandang memiliki 
kelebihan baik dalam ilmu maupun derajat sosial. Daun pacar yang 
dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa kepada calon mempelai, 
sebelumnyya diantar kerumah orang yang dituakan untuk dimintakan 
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doa. Setelah semuanya sudah siap, maka gendang mulai dibunyikan 
dan bersamaan dengan itu pula salah seorang wakil tuan rumah 
mempersilahkan seorang demi seorang untuk memberikan doa kepada 
calon mempelai. Calomn pengantin duduk dengan tenang sambil 
meletakkan kedua buah tangannya di atas bantal yang ada 
dihadapannya sambil menunggu doa doa yang diberikan oaleh masing-
masing kerabat. Pada waktu kerabat memberikan doa lilin harus 
menyala dan kemenyan harus dibakar. Seraya memberikan doa 
kepada calon mempelai, dahi, dan dadanya. Maksudnya kelak dalam 
kehidupannya selalu diwarnai dengan kesucian. Anggota badan yang 
dioles dengan warna merah yang berarti suci, melambangkan pikiran 
hati dan tangan sebagai lambang perbuatan yang hendaknya selalu 
didasari dengan kesudian. 
2. Mappaenre botting (Bugis ), Simorong (Makassar)
Upacara ini mengantarkan calon mempelai laki-laki kerumah 
calon mempelai perempuan oleh segenap kerabat untuk 
melangsungkan akad nikah. Pada upacara ini pihak mempelai laki-laki 
membawa leko lompo yang terdiri atas berbagai macam buah-buahan 
seperti pisang, kelapa, buah tala’, (siwalan), nenas, nangka, dan buah-
buahan lainnya yang ditempatkan dalam wala suji (sebuah kotak 
persegi yang terbuat dari bambu yang diikat membentuk segi empat), 
kue tradisional yang biasanya 12 macam ditempatkan dalam bossarak 
(baki kecil berkaki terbuat dari kuningan atau tembaga dan diberi tutup 
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kain dari bahan beludru berwarna merah), barang antaran untuk 
mempelai perempuan mulai dari ujung kaki sampai pada ujung rambut. 
Selain itu adapula kampu yang dibungkus dengan kain putih dan 
digendong oleh seorang laki-laki yang berpakaian adat. Isi kampu ini 
disebut “Loro Sunrang”, terdiri atas segenggam beras, kunyit, jahe, 
pala, kenari, kayu manis, buah pinang, dan sepasang orang-orangan  
yang terbuat dari daun buah tala’.
3. Akad Nikah 
Pada tahap ini dilakukan ijab kabul yaitu penegasan kehendak 
mengikatan diri dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh calon 
mempelai laki-laki ditujukan kepada calon mempelai perempuan. Pada 
upacara akad nikah ini disebutkanlah mahar atau sompa/sunrang yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, dan akan 
diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai 
peremuan.
4. Tudang (Bugis), Anggaukkang (Makassar)
Biasanya, selepas acara akad nikah diadakan perayaan dalam 
bentuk resepsi. Pada upacara resepsi ini mempelai perempuan dan 
mempelai laki-laki duduk bersanding dihadiri oleh pihak kerabat kedua 
belah pihak dan segenap handai tolan. Pesta resepsi ini biasanya 
diadakan terlebih dahulu dirumah mempelai perempuan pada siang 
atau malam hari, setelah itu barulah dirumah mempelai laki-laki. 
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5. Mapparola (Bugis), Nilekka (Makassar)
Upacara ini adalah kebalikan dari acara mappenre’ botting 
/simorong. Kalau pada upacara ini mengantar calon mempelai laki-laki 
ketempat calon mempelai perempuan untuk melakukan akad nikah, 
maka pada mapparola/nilekka adalah sebaliknya. Pada hari yang telah 
disepakati ( biasanya sehari setelah acara resepsi) datanglah utusan 
dari pihak laki-laki untuk menjemput mempelai perempuan ketempat 
mempelai laki-laki. Setibanya ditempat mempelai laki-laki, sebelum 
memasuki halaman/rumah, mempelai perempuan akan menerima 
sesuatu dari mertua.
Prosesi dalam perkawinan tersebut diatas hingga saat ini masih
dilaksankan dikalangan masyarakat Bugis-Makassar, baik yang 
bertempat tinggal dikota maupun didesa. Hal yang tidak ladzim dalam 
adat perkawinan suku bugis-makassar adalah pada saat akad nikah 
calon mempelai laki-laki duduk berdampingan. Calon mempelai 
perempuan berada dalam kamar ditemani oleh sanak keluarganya dan 
indo botting(bugis), anrong bunting (makassar).
2.1.2. Hukum Adat, Unsur Hukun Adat dan Masyarakat Hukum Adat
A. Pengertian Hukum Adat
Hukum adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan 
yang berlaku di suatu wilayah. Istilah “kebiasaan” adalah terjemahan dari 
bahasa Belanda “gewoonte”, sedangkan istilah “adat” berasal dari istilah 
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Arab yaitu ”adah” yang berarti juga kebiasaan.12 Jadi istilah kebiasaan dan 
istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, Menurut ilmu 
hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan pengertiannya. 
Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau 
tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya 
dalam hukum di Indonesia.
Sejarah perundang-undangan di Indonesia membedakan 
pemakaian istilah kebiasaan dan adat, yaitu adat kebiasaan di luar 
perundangan dan adat kebiasaan yang diakui oleh perundangan. 
Sehingga menyebabkan munculnya istilah hukum kebiasaan / adat yang 
merupakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis, Istilah hukum 
adat sendiri berasal dari istilah Arab “Huk’m” dan “Adah”. Kata huk’m 
(jama’: ahakam) mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata 
adah berarti kebiasaan.Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan.13
Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas 
nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan 
lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang 
sangat kuat. Contohnya sejak jaman dulu, Suku Sasak di Pulau Lombok 
dikenal dengan konsep Gumi Paer atau Paer. Paer adalah satu kesatuan 
sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, kemanan dan 
kepemilikan yang melekat kuat dalam masyarakat 
                                                            
12  Dewi wulansari, 2009.  Hukum Adat Indonesia. Refika Aditama, Bandung, hal. 1. 
13 Ibid, hal. 1. 
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Istilah-istilah dalam pemahaman adat didasarkan atas level-level antara 
lain 
- Adat adalah hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat dibuat 
atas dasar kesepakatan.
- Adat yang diadatkan yaitu komunitas yang mempunyai ketentuan-
ketentuan hukum telah ditetapkan.
- Adat yang teradat yaitu jika produk hukum itu sudah menjadi adat 
kebiasaan masih tetap diberlakukan di tengah masyarakatnya.
- Adat Istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan secara turun temurun yang 
didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan leluhur (lebih pada ketentuan-
ketentuan tata cara ritual) yang kini perlu mengalami perubahan untuk 
disesuaikan (transformasi) pada era masa kini.
Dalam perkembangannya, hukum adat mengandung dua arti yaitu :
1. Hukum kebiasaan yang bersifat tradisional disebut juga hukum adat
Adalah hukum yang dipertahankan dan berlaku di lingkungan 
masyarakat hukum adat tertentu.
Contoh : hukum adat Batak, hukum adat Jawa, dll.
2. Hukum kebiasaan.Adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan 
masyarakat, dalam hubungan pergaulan antara yang satu dan yang 
lain, dalam lembaga-lembaga masyarakat dan dalam lembaga-
lembaga kenegaraan, kesemuanya yang tidak tertulis dalam bentuk 
perundangan.
Ciri-ciri hukum adat adalah:
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1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
2. Tidak tersusun secara sistematis.
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
4. Tidak tertatur.
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai 
penjelasan.14
Tiga dimensi hukum adat yang mengatur gerak hidup manusia dimuka 
bumi ini yaitu:
1. Dimensi Adat Tapsila (Akhlakul Qarimah)
Yaitu dimensi yang mengatur norma-norma dan etika hubungannya 
dengan lingkungan sosial budaya, pergaulan alam dan keamanan 
lahir batin.
2. Dimensi Adat Krama
Yaitu dimensi yang mengatur hukum dalam hubungan perluasan 
keluarga (perkawinan) yang sarat dengan aturan-aturan hukum adat 
yang berlaku di masyarakat.
3. Dimensi Adat Pati / Gama
Yaitu dimensi yang mengatur tata cara dan pelaksanaan upacara 
ritual kematian dan keagamaan sehingga dimensi adat Pati kerap 
                                                            
14  Ibid. Hal. 11.
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disebut sebagai dimensi adat Gama (disesuaikan dengan ajaran 
agama masing-masing).15
B. Unsur Hukum Adat yang menimbulkan Kewajiban Hukum
Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban 
Hukum  (opinio necessitas) bagi anggota masyarakat adat disebutkan: 
pertama, unsur kenyatan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu 
diindahkan oleh rakyat atau anggota masyarakat adat; kedua, unsur 
psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat atau anggota 
masyarakat adat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum. 
C. Masyarakat  Hukum Adat 
1) Dasar yang membentuk masyrakat Hukum Adat 
Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis 
pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang 
mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut.
Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat 
secra teoritis adalah :
- Faktor Genealogis ( keturunan )
- Faktor Teritorial ( Wilayah )
                                                            
15 Artikel yang berjudul “ Pengertian Hukum Adat “. Di akses di, 
http://herwiani.blogspot.com/2012/05/pengertian-hukum-adat-menurut-para-
ahli.html,.pada tanggal 16 Maret 2014, pada pukul 19.00 WITA. 
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2) Bentuk Masyarakat Hukum Adat 
Berdasarkan kedua faktor ikatan diatas, kemudian 
terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam study hukum 
adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam 
studi hukum adat disebut:
- Persekutuan Genealogis. 
- Persekutuan hukum teritorial
- Persatuan hukum genearologis-teritorial, yang merupakan 
penggabungan dua persekutuan hukum diatas.
Kejelasan dari masing-masing bentuk masyarakat hukum adat 
diatas adalah sebagai berikut :
- Persekutuan hukum Genealogis 
Pada persekutuan hukum ( masyarakat hukum ) genealogis 
dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan 
dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu 
terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang 
sama.16
- Persekutuan hukum Teritorial 
Mengenai persekutuan Hukum Teritorial yang dimaksudkan 
diatas, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah 
daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat 
                                                            
16  Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia. Refika Aditama, Bandung. Hal 25
27
yang sama. Menurut R.Van Dijk (1954) persekutuan hukum 
teritorial ini dibedakan kedalam tiga macam yaitu : 17
a) Persekutuan Desa ( Dorp)
b) Persekutuan Daerah ( streek )
c) Perserikatan dari beberapa desa
Termasuk dalam persekutuan desa seperti desa kediaman 
orang jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama 
didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendukuhan yang 
terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang 
berkediaman dipusat desa.
Sedangkan yang termasuk perserikatan desa adalah apabila 
di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan 
yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian 
kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya 
kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, 
pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian, dan 
pemasaran bersama.18  
- Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial 
Berikutnya mengenai persekutuan Hukum genealogis-teritorial
dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar 
persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Jadi pada 
                                                            
17  Ibid. Bushar Muhammad, 1984. Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar, Pradnja Paramita, 
Jakarta, Hal.37. 
18 Ibid  Hilman Hadi Kusuma. Op cit., hal. 107
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persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada 
tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan 
keturunan pada ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan.19
Menurut Hilman Hadikusuma, kita dapat membedakan 
masyrakat genealogis-teritorial dalam bentuknya yang asli ( yang 
tradisional ) adalah seperti, masyarakat “Kuria” dengan “Huta-
Hutanya” dilingkungan masyarakat Tapanuli, (Angkola, Mandailing),
“Marga” dengan “Dusun-dusun” di Sumatera Selatan, “Marga” 
dengan “Tiyuh-tiyuh” di Lampung. Dalam bentuknya yang lama 
dimana para anggota kesatuan masyarakat itu terikat pada satu 
daerah Kuria/Marga dan terikat pula pada satu Marga Keturubnan 
(Batak) atau “Buway” di Lampung. Dalam bentuknya yang baru 
(yang campuran antar suku) adalah seperti masyrakat yang 
mendiami suatu daerah kecamatan atau pedesaan di Lampung 
setelah masuknya para transmigran, terutama setelah 
kemerdekaan Republik Indonesia, dimana tidak saja terdapat 
pedesaan yang penduduknya bersifat genealogis, seperti 
dikampung-kampung penduduk asli Lampung dan adanya 
pedesaan dan pendukuhan orang Jawa, Sunda, Bali yang sifatnya 
teritorial. Sedangkan dipasar kecamatan atau dipasar Desa 
bermukim penduduk yang bermacam-macam asal suku dan 
masyarakat adatnya. Dengan demikian didalam suatu daerah 
                                                            
19  Ibid. Hal. 28
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dimana terdapat masyarakat yang teritorial genealogis, akan 
berlaku dualisme atau pluralisme hukum yaitu Hukum Administrasi 
Pemerintahan berdasarkan Perundang-undangan, hukum adat 
(yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan 
masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang 
tradisional bagi kestatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu 
menurut daerah aslanya masing-masing dan tentu saja berlaku 
pula hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat 
campuran.20  
2.1.3 Makna siri’ na pacce di masyarakat Bugis Makassar
Dalam budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar dan 
Tana Toraja) ada sebuah istilah atau semacam jargon yang 
mencerminkan identititas serta watak orang Sulawesi Selatan, yaitu Siri’
Na Pacce. Secara lafdzhiyah Siri’ berarti : Rasa Malu (harga diri), 
sedangkan Pacce atau dalam bahasa Bugis disebut Pesse yang berarti :
Pedih/Pedas (Keras, Kokoh pendirian). Jadi Pacce berarti semacam 
kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan 
individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).
Kata Siri’, dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna “malu”. 
Sedangkan Pacce (Bugis: Pesse) dapat berarti “tidak tega” atau “kasihan” 
atau “iba”. Struktur Siri’ dalam Budaya Bugis atau Makassar mempunyai 
                                                            
20  Ibid. Hal. 29.
30
empat kategori, yaitu (1) Siri’ Ripakasiri’, (2) Siri’ Mappakasiri’siri’, (3) Siri’ 
Tappela’ Siri (Bugis: Teddeng Siri’), dan (4) Siri’ Mate Siri’.
Kemudian, guna melengkapi keempat struktur Siri’ tersebut maka 
Pacce atau Pesse menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu 
budaya (karakter) yang dikenal dengan sebutan Siri’ Na Pacce.
1. Siri’ Ripakasiri’
Adalah Siri’ yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta 
harga diri atau harkat dan martabat keluarga. Siri’ jenis ini adalah 
sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya 
adalah nyawa.
Sebagai contoh dalam hal ini adalah membawa lari seorang 
gadis (kawin lari). Maka, pelaku kawin lari, baik laki-laki maupun 
perempuan, harus dibunuh, terutama oleh pihak keluarga perempuan 
(gadis yang dibawa lari)karena telah membuat malu keluarga.
Contoh lainnya adalah kasus kekerasan, seperti penganiayaan 
atau pembunuhan dimana pihak atau keluarga korban yang merasa 
terlanggar harga dirinya (Siri’na) wajib untuk menegakkannya kembali, 
kendati ia harus membunuh atau terbunuh. Utang darah harus dibalas 
dengan darah, utang nyawa harus dibalas dengan nyawa.
Dalam keyakinan orang Bugis/Makassar bahwa orang yang mati 
terbunuh karena menegakkan Siri’, matinya adalah mati syahid, atau 
yang mereka sebut sebagai Mate Risantangi atau Mate Rigollai, yang 
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artinya bahwa kematiannya adalah ibarat kematian yang terbalut 
santan atau gula. Dan itulah sejatinya Kesatria.
Tentang ini hal ini, oleh Hakim Pidana (orang-orang Belanda) di 
zaman penjajahan dahulu tidak bisa mengerti mengapa orang 
Bugis/Makassar begitu bangga dan secara kesatria mengakui di 
depan persidangan pidana bahwa dia telah melakukan pembunuhan 
berencana, meski diketahuinya bahwa ancaman pidananya sangat 
berat jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa (pembunuhan
yang tidak direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP). 
Secara logika, memang orang lain tidak dapat mengerti hal tersebut, 
kecuali bagi mereka yang telah paham akan makna Siri’ yang 
sesungguhnya.
Agar dapat mengetahui tentang bagaimana penting 
menjaga Siri’ untuk kategori Siri’ Ripakasiri’, simaklah falsafah berikut 
ini. Sirikaji nanimmantang attalasa’ ri linoa, punna tenamo siri’nu 
matemako kaniakkangngami angga’na olo-oloka. Artinya, hanya 
karena Siri’ kita masih tetap hidup (eksis), kalau sudah malu tidak ada 
maka hidup ini menjadi hina seperti layaknya binatang, bahkan lebih 
hina daripada binatang.
2. Siri’ Mappakasiri’siri’
Siri’ jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah 
Bugis disebutkan, “Narekko degaga siri’mu, inrengko siri’.” Artinya, 
kalau Anda tidak punya malu maka pinjamlah kepada orang yang 
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masih memiliki rasa malu (Siri’). Begitu pula sebaliknya, “Narekko 
engka siri’mu, aja’ mumapakasiri’-siri.” Artinya, kalau Anda punya 
malu maka jangan membuat malu (malu-maluin).
Bekerjalah yang giat, agar harkat dan martabat keluarga 
terangkat. Jangan jadi pengemis, karena itu artinya membuat keluarga 
menjadi malu-malu atau malu hati.
Hal yang terkait dengan Siri’ Mappakasiri’siri’ serta hubungannya 
dengan etos kerja yang tinggi adalah cerita-cerita tentang 
keberhasilan orang-orang Bugis dan Makassar di perantauan.
Dengan dimotori dan dimotivasi oleh semangat siri’ sebagaimana 
ungkapan orang Makassar, “Takunjunga bangun turu’ naku gunciri’ 
gulingku kualleangngangi tallanga na towaliya.” Artinya, begitu mata 
terbuka (bangun di pagi hari), arahkan kemudi, tetapkan tujuan ke 
mana kaki akan melangkah, pasang tekad “Lebih baik tenggelam 
daripada balik haluan (pulang ke rumah) sebelum tercapai cita-cita.” 
Atau, sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai, sebelum 
tercapai pulau harapan.
Selain itu, Siri’ Mappakasiri’siri’ juga dapat mencegah seseorang 
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai moral, 
agama, adat istiadat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat 
merugikan manusia dan kemanusiaan itu sendiri.
Salah satu falsafah Bugis dalam kehidupan bermasyarakat 
adalah “Mali’ siparampe, malilu sipakainga”, dan “Pada idi’ pada elo’ 
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sipatuo sipatokkong” atau “Pada idi pada elo’ sipatuo sipatottong”. 
Artinya, ketika seseorang sanak keluarga atau kerabat tertimpa 
kesusahan atau musibah maka keluarga yang lain ikut membantu. 
Dan kalau seseorang cenderung terjerumus ke dalam kubangan nista 
karena khilaf maka keluarga yang lain wajib untuk memperingatkan 
dan meluruskannya.
3. Siri’ Tappela’ Siri’ (Makassar) atau Siri’ Teddeng Siri’ (Bugis)
Artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu 
hal. Misalnya ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk 
membayarnya maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga 
untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana waktu 
yang telah ditentukan (disepakati). Ketika sampai waktu yang telah 
ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati janjinya, itu 
artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri.
Orang Bugis atau orang Makassar yang masih memegang teguh 
nilai-nilai Siri’, ketika berutang tidak perlu ditagih. Karena, tanpa 
ditagih dia akan datang sendiri untuk membayarnya.
4. Siri’ Mate Siri’
Siri’ yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan 
orang Bugis-Makassar, orang yang mate siri’-nya adalah orang yang 
di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun. Orang 
seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang 
biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup.
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Betapa hina dan tercelanya orang seperti ini dalam kehidupan 
masyarakat. Aroma busuk akan tercium di mana-mana. Tidak hanya 
di lingkungan Istana, di Senayan, bahkan di tempat-tempat ibadah 
juga bau busuk akan terasa menyengat. Korupsi, kolusi dan 
nepotisme, jual beli putusan, mafia anggaran, mafia pajak serta mafia-
mafia lainnya, akan senantiasa mewarnai pemberitaan media setiap 
harinya. Nauzubillahi min-dzalik.
5. Pacce (Bugis: Pesse)
Pacce atau Pesse adalah suatu tata nilai yang lahir dan dianut 
oleh masyarakat Bugis-Makassar. Passe lahir dan dimotivasi oleh nilai 
budaya Siri’ (malu). Contoh, apabila seorang anak durhaka kepada 
orangtuanya (membuat malu keluarga) maka si anak yang telah 
membuat malu (siri’) tersebut dibuang dan dicoret dalam daftar 
keluarga. Namun jika suatu saat, manakala orangtuanya mendengar, 
apalagi melihat anaknya menderita dan hidup terlunta-lunta, si anak 
pun diambilnya kembali. Malu dan tidak tega melihat anaknya 
menderita.
Punna tena siri’nu pa’niaki paccenu. Artinya meski anda marah 
karena si anak telah membuat malu keluarga, lebih malulah jika 
melihat anakmu menderita. Jika Anda tidak malu, bangkitkan rasa iba 
di hatimu (Paccenu). Anak adalah amanah Allah, jangan engkau sia-
siakan.
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Pacce’ dalam pengertian harfiahnya berarti “ pedih “, dalam 
makna kulturalnya pacce berarti juga belas kasih, perikemanusiaan, 
rasa turut prihatin, berhasrat membantu, humanisme universal. 
Jadi, pacce’ adalah perasaan (pernyataan) solidaritas yang terbit dari 
dalam kalbu yang dpaat merangsang kepada suatu tindakan. Ini 
merupakan etos (sikap hidup) orang Bugis-Makassar sebagai 
pernyataan moralnya. Pacce’ diarahkan keluar dari dirinya, sedang-
kan siri’ diarahkan kedalam dirinya. Siri’ dan pacce’ inilah yang 
mengarahkan tingkah laku masyarakatnya dalam pergaulan sehari-
hari sebagai “ motor “ penggerak dalam memanifestasikan pola-pola 
kebudayaan dan sistem sosialnya.
Melalui latar belakang pokok hidup siri’ na pacce’ inilah yang 
menjadi pola-pola tingkah lakunya dalam berpikir, merasa, bertindak, 
dan melaksanakan aktivitas dalam membangun dirinya menjadi 
seorang manusia. Juga dalam hubungan sesama manusia dalam 
masyarakat. Antara siri’ dan pacce’ saling terjalin dalam hubungan 
kehidupannya, saling mengisi, dan tidak dapat dipisahkan yang satu 
dari lainnya.
Dengan memahami makna dari siri’ dan pacce’, ada hal positif 
yang dapat diambil sebagai konsep pembentukan hukum nasional, di 
mana dalam falsafah ini betapa dijunjungnya nilai-nilai kemanusiaan 
berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap sesama bagaimana hidup 
dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. 
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Membandingkan konsep siri’ dan pacce’ ini dengan pandangan 
keadilan Plato (428-348 SM) yang mengamati bahwa justice is but the 
interest of the stronger (keadilan hanya merupakan kepentingan yang 
lebih kuat).
Nilai adalah hal yang yang sangat dibutuhkan dalam setiap 
aspek kehidupan dan dalam konteks hukum, nilai ini merupakan 
sesuatu yang menjadi landasan atau acuan dalam penegakan hukum, 
nilai ini hidup dalam suatu masyarakat dan menjadi falsafah hidup 
dalam masyarakat tertentu. Masyarkat Bugis mempunyai falsafah 
hidup yang sangat dijunjungnya yaitu siri’ na pacce’.
Siri’ na pacce’ dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi 
sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan, dan hal ini juga
berlaku dalam aspek ketaatan masyakarat terhadap aturan tertentu 
(hukum), dengan pemahaman terhadap nilai (siri’ na pacce’) ini sangat 
mempengaruhi masyakarat dalam kehidupan hukumnya.
Siri’ yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah 
masyarakat Bugis-Makassar adalah sesuatu yang dianggap sakral . 
Siri’ na Pacce ( Bahasa Makassar ) atau Siri’ na Pesse’ ( Bahasa 
Bugis ) adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan dari karakter 
orang Bugis-Makassar dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. 
Begitu sakralnya kata itu, sehingga apabila seseorang kehilangan 
Siri’nya atau De’ni gaga Siri’na, maka tak ada lagi artinya dia 
menempuh kehidupan sebagai manusia. Bahkan orang Bugis-
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Makassar berpendapat kalau mereka itu sirupai olo’ kolo’e ( seperti 
binatang). Petuah Bugis berkata : Siri’mi Narituo ( karena malu kita 
hidup ).
Dengan adanya falsafah dan ideologi Siri’ na pacce/pesse, maka 
keterikatan dan kesetiakawanan di antara mereka mejadi kuat, baik 
sesama suku maupun dengan suku yang lain.
Konsep Siri’ na Pacce/pesse bukan hanya di kenal oleh kedua 
suku ini, tetapi juga suku-suku lain yang menghuni daratan Sulawesi, 
seperti Mandar dan Tator. Hanya saja kosa katanya yang berbeda, 
tapi ideologi dan falsafahnya memiliki kesamaan dalam berinteraksi.
Budaya Siri’ ini banyak mempengaruhi sendi-sendi kehidupan 
sosial di Sulawesi-selatan bahkan secara hirarki telah membentuk 
karakter serta mental masyarakat Sulawesi-selatan itu sendiri, 
begitupula pula pada sistem perkawinan bugis-makassar sangat 
kental dengan budaya Siri’ karena perjamuan perkawinan dianggap 
momen yang tepat bagi rumpun keluarga untuk memperlihatkan 
harkat dan martabat mereka.21
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Agustus 2003.  
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2.2. Uang Panai’ atau Doi Balanca’ dalam Perkawinan dalam Suku 
Bugis Makassar
A. Uang Panai’ / Uang Belanja dalam Perkawinan Suku Bugis-
Makassar
         Uang panai’ atau uang belanja merupakan sejumlah uang yang 
wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki dimana jumlah atau 
nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat strata
sosial seorang wanita. Pemberian uang panai’ terlebih dahulu melalui 
kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana uang panai yang 
terbilang wajib dibayarkan dapat dilakukan duakali yaitu pada saat 
leko’ lompo dan sisanya dapat dibayarkan pada asaat akad nikah akan 
dilakukan.
B. Mahar dalam Perkawinan Bugis-Makassar
Dalam setiap peristiwa perkawinan yang terjadi diberbagai suku 
bangsa, hampir selalu ada pemberian adari pihak laki-laki kepada 
pihak perempuan. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, 
Koentjaraningrat22 menyebutnya sebagai syarat untuk melaksanakan 
perkawinan. Pemberian itu dimana-mana mempunyai corak setempat, 
yang disebutkan perbedaan susunan jujur, pengaruh bedanya kelas, 
cara mengumpulkan dan membagi-bagi jujur itu dan perbedaan dalam 
banyak keadaan-keadaan lain lagi23. pemberian dari pihak laki-laki 
kepada pihak perempuan dalam perkawinan suku Bugis-Makassar, 
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disamping bentuk dan sifatnya yang berbeda-beda juga mempunyai 
istilah yang berlainan. Adapun istilah-istilah tersebut adalah mahar/mas 
kawin  (sompa/Bugis, sundrang/Makassar), uang belanja (doi 
balanca/Bugis, doe balanja/Makassar), hadiah atau erang-erang yang 
terdiri atas leko’ ca’di dan leko’ lompo, dan lain-lain. 
Berbagai pendapat yang diberikan mengenai arti dasar dari mas 
kawin atau istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan mas kawin. 
Ada pendapat yang mengatakan bahwa mas kawin adalah pengganti 
kerugian. Mas kawin ialah sejumlah uang atau milik yang dibawa sang 
gadis pada waktu menikah. Mahar ini diberikan oleh keluarganya, tetapi 
kepada siapa hal diberikan berbeda-beda dari kebudayaan dengan 
yang lain24. lain lagi pendapat yang diberikan oleh daeng (2000) 
mengutip pendapat dari wilken: mas kawin adalah keseluruhan 
prosedur penyerahan barang yang oleh adat telah ditentukan untuk 
diserahkan oleh pihak laki-laki  kepada pihak perempuan sesuai 
dengan lapisan dan kedudukan sosialnya masing-masing sebelum 
seorang laki-laki secara resmi mengambil perempuan sebagai istri. Mas 
kawin atau bride-price adalah sejumlah harta yang diberikan oleh 
pemuda kepada gadis dan kaum kerabat gadis25. Arti dasar dari mas 
kawin adalah mula-mula mungkin mengganti kerugian.
Dalam suatu kelompok manusia, terutama suatu kelompok yang 
kecil, tiap warga didalamnya merupakan tenaga potensi yang amat 
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penting bagi kehidupan kelompok itu. Dengan demikian bila seorang 
gadis dalam kelompok tersebut kawin., maka kelompok secara 
keseluruhan akan menderita kerugian dengan hilangnya salah satu 
tenaga kerja. Olehnya mas kawin sebagai penggantinya. Menurut 
Muchtar26, bahwa dizaman Arab Jahiliyah dikenal perkataan  “shadaq 
dan mahar”. Shadaq ialah pemberian yang diberikan oleh suami 
kepada istrinya pada waktu pertamakali kerumah istrinya, sedang 
mahar ialah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada orang 
tua calon istrinya. Pengertian shadaq ini hampir sama dengan 
pemberian calon suami kepada calon istrinya dalam masa awal 
pertunangan yang sekarang sering diwujudkan dalam bentuk cincin. 
Shadaq atau mahar mempunyai arti yang sama, ialah pemberian dari 
calon suami kepada calon isterinya sebagai tanda bahwa suami 
dengan pemberian tersebut menyatakan persetujuannya dan 
kerelaannya lahir dan batin untuk hidup dalam suatu keluarga sebagai 
suami dan istri. Begitu pula istri dengan diterimanya mas kawin itu, 
berarti telah menyatakan persetujuan dan kesiapannya untuk hidup 
dalam suatu rumah tangga yang baru. Dengan demikian mahar tidak 
dapat dikatakan sebagai ganti rugi melainkan sebagai syarat sahnya 
suatu perkawinan menurut Hukum Islam. Mahar dalam hukum 
perkawinan Islam merupakan satu rukun perkawinan, perkawinan tidak 
sah bila laki-laki (calon suami) tidak memberi mahar atau mas kawin.
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasa Pasal 1 ayat (d) memberikan 
definisi tentang mahar, yaitu :
C.
Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 
wanita baik berbentu barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum 
Islam.
D.
Pada Pasal 30 KHI juga diatur bahwa :
E.
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita 
yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
F.
Thalib27, mahar atau shadaq dalam hukum perkawinan Islam 
merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang 
pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Hukum pemberian 
mahar ini adalah wajib. Benda atau uang pemberian ini adalah mutlak 
milik perempuan. Mahar adalah hak eksklusif perempuan dan hak 
finansial yang sah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang 
hendak melangsungkan perkawinan28.
Firman Allah SWT :
“Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu kawin) sebagai pemberian yang wajib” 
(Q.S. an-nisa’ :4)
Tampak dalam uraian diatas bahwa mahar atau sompa/sunrang 
adalah merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya. 
Olehnya itu, mahar adalah hak milik perempuan, bukan milik orang 
tuanya sebagai imbalan bagi orang tua karena telah 
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membesarkannya29. Mahar merupakan syarat sahnya suatu 
perkawinan dan tidak di perbolehkan mengadakan persetujuan untuk 
meniadakannya.
Besar kecilnya mas kawin itu tentu berbeda-beda pada berbagai 
suku. Kadang-kadang besar kecilnya harus ditetapkan secara 
berunding antara kedua belah pihak yang bersangkutan, dan sesuai 
dengan kedudukan,, kepandaian, kecantikan, dan umur dari 
perempuan yang dilamar. Pada hakekatnya arti mas kawin itu 
disamping sebagai harta pengganti juga mempunyai fungsi lain yang 
bercampur pada arti ini.
Berbagai adat istiadat yang berkaitan dengan pembayaran mas 
kawin pada setiap suku di Indonesia sudah tidak jelas lagi artinya. 
Koentjaraningrat30, istilah dari mas kawin itu dalam beberapa bahasa di 
Indonesia artinya harta pembelian. Kata Nias beuli niha, kata Batak 
Toba pangoli, boli, bohur; kata weli di Ambon; kata patuku di Bali; kata 
tukon di Jawa; yang semuanya mengandung arti beli. Namun jika dikaji 
lebih dalam, mas kawin sama sekali bukan sebagai harta pembelian.
Salah satu syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam 
perkawinan (menurut hukum Islam) adalah adanya mahar (mas kawin) 
atau sompu/sunrang yang biasanya berupa tanah. Dalam tradisi suku 
Bugis-Makassar, al tersebut diperluas dengan tidak hanya membayar 
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mahar atau mas kawin akan tetapi terkadang ditambah dengan harta 
pemberian (tambahan) lainnya.
C. Konsep Pemahaman
pemahaman atau persepsi penting diketahui untukmengenal lebih 
lanjut tentang perilaku seseorang. Pemahaman timbul karena adanya 
dua faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 
tergantung pada proses pemahaman atas sesuatu seperti sistem nilai 
tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. 
Sedang faktor eksternal berupa lingkungan.
Pemahaman berarti tantangan (penerimaan) langsung dari 
serapan, proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melaluin 
pancainderanya. Sedang dalam Ensiklopedia Indonesia31, pemahaman 
atau persepsi diartikan sebagai suatu proses mental yang 
menghasilkan bayangan pada diri individu , sehingga dapat mengenal 
suatu objek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu, baik 
secara indera pengelihatan, indera perabaan dan sebagainya, sehingga 
akhirnya bayangan itu dapat diamati.
Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami 
setiap orang didalammemahami setiap informasi tentang 
lingkungannya, baik lewat pengelihatan, pendengaran penghayatan, 
perasaan dan penciuman32. Mar’at33, persepsi adalah merupakan 
proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. 
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Sedang Krech34, persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks 
dan menghasilkan suatu gambaran tentang kenyaataan.
2.2.1 Ketentuan dan Tahapan Pemberian Uang Panai’ atau Doi 
Balanca’ dalam Perkawinan suku Bugis Makassar
A. Ketentuan 
ketentuan nominal atau nilai Uang Panai’ atau Doi’ Balanca pada 
perkawinan suku bugis makassar pada dasarnya tidak mengikuti aturan 
mahar secara islam melainkan jumlah Uang Panai’ sangat dipengaruhi 
oleh strata sosial dimana strata sosial tersebut meliputi derajat si 
mempelai wanitanya, misalnya semakin tinggi tingkat pendidikannya maka 
semakin tinggi pula permintaan Uang Panai’ yang akan menjadi prasyarat 
kepada calon mempelai prianya. Tidak jarang akan semakin tinggi pula 
permintaan Uang Panai’ apabila si calon mempelai wanita merupakan 
keturunan darah biru atau bangsawan.
B. Tahapan Pemberian
Sedangkan tahapan pemberian dimulai diputuskan pada saat Mange 
Assuro dimana pada tahapan ini delegasi bertanya atau meminta untuk 
menentukan waktu, yaitu untuk appa’nassa (menentukan sesuatu yang 
berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan nanti).35
Pada waktu appa’nassa ini, yang menjadi bahan pembicaraan, ialah 
segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perkawinan antara lain : 
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35  St Aminah Pabittei. 2011. Adat dan Upacara Adat Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. 
Makassar. Hal 40-41. 
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- Sunrang 
- Doe balanja/ongkos perkawinan
- Penentuan hari perkawianan serta pnentuan hari pemberian 
uang belanja atau Uang panai’ tersebut.  
  Sedangkan tahapan pemberiannya yaitu pada saat Appanai’ leko’ 
caddi (hari dimana keluarga mempelai pria mengantarkan Uang Belanja 
atau Uang Panai’ beserta seluruh assesoris perkawinan). Penyerahan 
Uang Panai’ pun ada beberapa tahapan, ada yang dibayarkan dengan 1 
kali, adapula yang dibayarkan dengan 2 kali pembayaran misalnya 
setengah pada saat appanai’ Leko’ caddi dan setengahnya lagi dibyarkan 
pada saat appanai’ leko lompo (hari dimana mempelai pria diantar ke 
kediaman mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah).
2.2.2 Esensi Perjanjian Pada Perkawinan Suku Bugis –Makassar
A. Pengertian Perjanjian
Berdasarkan Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang 
pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak 
yang saling mengikatkan diri.36
Menurut Ahmadi Miru, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum 
di mana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 
Selain itu, menurut Beliau, kontrak dan perjanjian mempunyai makna yang 
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sama karena dalam B.W. hanya dikenal perikatan yang lahir dari 
perjanjian dan yang lahir dari undang-undang atau yang secara lengkap 
dapat diuraikan sebagai berikut:37
“Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan 
yang bersumber dari undang-undang dibagi dua,yaitu dari undang-undang 
saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, 
perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat 
dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang 
melanggar hukum.”
B. Unsur-Unsur Perjanjian 
Dalam suatu kontrak atau perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai 
berikut:38
a. Unsur Esensialia 
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu 
kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini 
maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus 
ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan 
mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal 
demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
b. Unsur Naturalia
Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-
undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka 
                                                            
37 Ahmadi Miru, 2013, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 
1
38 Ibid, Hlm. 31
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undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini 
merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Contohnya 
jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara 
otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus 
menanggung cacat tersembunyi.
c. Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat 
para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya dalam 
perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur 
lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2 (dua) persen perbulan 
keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor 
tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang 
sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur 
esensial dalam kontrak tersebut.
B. Syarat Sahnya Perjanjian
Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya 
kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih 
ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:39
(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
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(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
(3) Suatu hal tertentu
(4) Suatu sebab yang halal
Keempat syarat tersebut  biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, 
hal tertentu, dan sebab yang halal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 
BW tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
a. Kesepakatan 
Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian 
kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan 
penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik 
dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, 
bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis 
dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-
simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.40
Secara sederhana keempat hal yang menyebabkan terjadinya cacat 
pada kesepakatan tersebut secara sederhana dapat dijelaskan sebagai 
berikut:41
a) Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang 
diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam 
keadaan keliru. 
b) Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya 
karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud 
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dengan paksaan bukan paksaan fisik karena jika yang terjadi adalah 
paksaan fisik, pada dasarnya tidak ada kesepakatan. 
c) Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak 
lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau 
melepaskan sesuatu. 
d) Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang 
kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi 
menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-
hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut 
juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam BW, 
sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan, kekhilafan, dan paksaan 
diatur dalam BW.
b. Kecakapan 
Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan 
perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya 
umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 
tahun. Khusus untuk orang yang menikah sebelum usia 21 tahun tersebut, 
tetap dianggap cakap walaupun dia bercerai sebelum mencapai 21 tahun. 
Jadi janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum 
mencapai 21 tahun.42
Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau 
sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun dan 
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telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum 
karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau 
sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada di bawah 
pengampuan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros.43
c. Hal Tertentu
Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian 
ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi 
suatu perjanjian tidak bisa dilakukan objek yang tertentu. Jadi tidak bisa 
seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah 
misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi 
hal yang tidak tentu.44
d. Sebab yang Halal
Syarat ini mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan 
syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk 
memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang 
dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat 
bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.45
C. Asas-Asas Perjanjian
Di dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, diantaranya adalah 
sebagai berikut:46
a. Asas Konsensualisme
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Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan 
kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan.Pengertian ini tidak tepat karena 
maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah 
pada saat terjadinya kesepakatan.Dengan demikian, apabila tercapai 
kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu 
belum dilaksanakan pada saat itu.Hal ini berarti bahwa dengan 
tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban 
bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah 
bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk 
memenuhi kontrak tersebut.
Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak 
karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan 
terhadap kontrak formal dan kontrak riel tidak berlaku.
b. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang 
sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh 
sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) 
BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang 
mendasarkan pada Pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat 
sahnya perjanjian.47
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Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada 
seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan 
dengan perjanjian, diantaranya:48
a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
c. bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
d. bebas menentukan bentuk perjanjian;
e. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan.
Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang 
menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak 
terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang 
mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya 
(mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang 
sifatnya memaksa.49
c. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)
Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi 
kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang 
harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana 
mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat 
                                                            
48 Ibid.
49 Ibid.
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(1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.50
d. Asas Iktikad Baik 
Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam 
hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 
1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. 
Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan 
tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan 
kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori 
kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam 
perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah 
pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang 
dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih 
lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat 
kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing 
calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan 
penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum 
menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh 
perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan 
iktikad baik.51
Di samping keempat asas di atas, di dalam Lokakarya Hukum 
Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
                                                            
50 Ibid, hlm. 5 
51 Ibid.
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Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 
Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan 
nasional. Kedelapan asas itu dijelaskan sebagai berikut:52
1. Asas kepercayaan
Asas Kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang 
akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang 
diadakan di antara mereka di belakang hari.
2. Asas Persamaan Hukum
Asas Persamaan Hukum adalah bahwa subjek hukum yang 
mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban 
yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu 
sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, 
dan ras.
3. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah 
pihak memenuhi dan melaksakan perjanjian.Kreditur mempunyai 
kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut 
pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul 
pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.
                                                            
52 Mariam Darus Badrulzaman, dalam buku Salim H.S., 2011, Hukum Kontrak (Teori & Teknik 
Penyusunan Kontrak), hlm. 13-14.
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4. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian 
hukum.Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, 
yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
5. Asas Moral
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan 
sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk 
menggugat prestasi dari pihak debitur.Hal ini terlihat dalam 
zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan 
sukarela (moral).
6. Asas Kepatutan
Asas Kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata.Asas ini 
berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
7. Asas Kebiasaan
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian 
tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi 
juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
8. Asas Perlindungan
Asas Perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan 
kreditur harus dilindungi oleh hukum.
D. Wanprestasi
Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena di 
sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini 
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dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi 
tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi 
tersebut.53
Wanprestasi dapat berupa:54
1. sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. terlambat memenuhi prestasi
4. melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak 
yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah 
pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.55
Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak 
wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang 
dapat berupa tuntutan:56
- pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut 
oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. 
Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, 
kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:57
                                                            
53 Ahmadi Miru, op.cit hlm. 74 
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Ibid, hlm. 75
57 Ibid.
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1. pembatalan kontrak saja
2. pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
3. pemenuhan kontrak saja
4. pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
Pembagian atas empat kemungkinan tuntutan tersebut di atas 
sekaligus merupakan pernyataan ketidaksetujuan penulis atas pendapat 
yang membagi atas lima kemungkinan, yaitu pendapat yang masih 
menambahkan satu kemungkinan lagi, yaitu “penuntutan ganti rugi saja” 
karena tidak mungkin seseorang menuntut ganti rugi saja yang lepas dari 
kemungkinan dipenuhinya kontrak atau batalnya kontrak karena 
dibatalkan atau dipenuhinya kontrak merupakan dua kemungkinan yang 
harus dihadapi para pihak da tidak ada pilihan lain sehingga tidak mungkin 
ada tuntutan ganti rugi yang berdiri sendiri sebagai akibat dari suatu 
wanprestasi.58
Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi 
tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang 
dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di 
pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya 
perkara.59
                                                            
58 Ibid.
59 Ibid.
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E. Jenis-Jenis Perjanjian
a. Berdasarkan Hak dan Kewajiban
Penggolongan ini dilihat dari Hak dan Kewajiban para pihak. Adapun 
perjanjian-perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan 
kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa.
1. Perjanjian Sepihak
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu 
pihak, dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu 
menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak.
2. Perjanjian Timbal Balik
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada 
pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu 
prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi.
Misalnya perjanjian jual-beli dan Perjanjian sewa-menyewa.
Perjanijian timbal balik dibagi dua,yaitu:
a. Perjanjian timbal balik sempurna
b. Perjanjian timbal balik tidak sempurna
Perjanjian timbal balik tidak sempurna senantiasa menimbulkan suatu 
kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib 
melakukan sesuatu. Di sini tampak adanya prestasi yang seimbang satu 
sama lain. Misalnya si penerima pesan senantiasa wajib 
untuk  melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundak orang memberi 
pesan. Penerima pesan melaksanakan kewajiban tersebut, apabila si 
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penerima pesan telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah 
diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantikannya.
b. Berdasarkan  Keuntungan yang diperoleh
Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan 
adanya prestasi dari pihak lainnya.
1. Perjanjian Cuma-Cuma
Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan 
bagi salah satu pihak saja.
Misalnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai
2. Perjanjian Asas Beban
Perjanjian asas beban adalah perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu 
selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu 
ada hubungannya menurut hukum.
Misalnya saja A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B 
menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.60
                                                            
60Artikel yang berjudul “ Jenis-Jenis Perjanjian”, di akses di, http;//juragan 
makalah.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-perjanjian.html. pada tanggal 1 Mei 2014, pada pukul 
16.00 WITA.
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BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data dan informasi kasus yang diperlukan, 
berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini 
maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 
beberapa tempat dimana terjadinya yaitu :
1. Desa bara batu kec. Labakkang kab. Pangkep 
2. Pulau barrang Lompo tahun 2013
3. Kec. Sungguminasa Kab. Gowa
Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Pangkep tepatnya di 
wilayah kecamatan Labbakang Desa Barabatu, di kampung Botonge. 
Selain itu terdapat pula kasus yang berkaitan dengan Uang Panai’  di 
Kabupaten Gowa dan salah satu Pulau di Kota Makassar tepatnya di 
Pulau Barrang Lompo.
Ketiga tempat ini di pilih dengan pertimbangan ditempat tersebut 
telah terjadi kasus sesuai dengan penelitian penulis dan sumber-sumber 
data dan informasi mengetahui betul secara detail duduk permasalahan 
kasus. 
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3.2. Sampel dan Populasi
Sampel penelitian ini bebarapa orang yang terlibat langsung dalam 
kasus yang akan diteliti adalah baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak 
perempuan.
Untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan, berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi, sebagai berikut :
- Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep
- KUA Kabupaten Pangkep
- KUA kabupaten Gowa
- Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa
- Tokoh Adat Kabupaten Pangkep
- Tokoh  Adat Kabupaten Gowa
- Tokoh Adat di kepulauan Barrang lompo
3.3. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai 
hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan 
sumber data yang penulis gunakan di bagi ke dalam dua jenis data yaitu: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada 
instansi-instansi terkait, serta beberapa tokoh adat dan budayawan 
daerah setempat.
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2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, berupa bahan-bahan tertulis,seperti buku teks, 
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan arsip-
arsip, serta data dari badan hukum tempat penelitian penulis yang 
telah tersedia berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 
penelitian.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam pembahasan 
skripsi ini adalah sebagai berikut :
a. Penelitian Lapangan  (Field Research)
Di dalam melakukan penelitian lapangan (Field research)Penulis 
menggunakan metode yaitu :
Wawancara: melakukan wawancara langsung kepada pihak ;
- Kepala pengadilan negeri kabupaten Pangkep
- Kepala pengadilan negeri kabupaten Gowa
- Dg. Bani ( tokoh adat kabupaten Pangkep)
- Hj. Yusuf ( tokoh adat kabupaten Gowa)
- Dg. Tarru ( tokoh adat Pulau Barrang Lompo) 
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca serta 
menelaah literature maupun buku-buku serta peraturan Undang-Undang 
yang terkait dengan masalah yang di teliti untuk mendapatkan data 
sekunder.
63
3.5. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder dianalisis 
dengan teknik kwalitatif kemudian di sajikan secara deskriptif yaitu 
menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan ,sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
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BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Contoh Kasus 
Sebelum Penulis menguraikan mengenai bagaimana kedudukan 
Uang Belanja (Uang Panai’) dalam aspek perjanjian dan bagaimana
penerapan Sanksi dari ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang 
Panai’), maka penulis lebih dahulu menguraikan beberapa kasus yang 
telah di survei yang sesuai dengan judul yang penulis ajukan, kasus yang 
di teliti terdapat di beberapa tempat atau daerah yaitu :
1. Kasus di Desa bara batu kec. Labakkang kab. Pangkep 
I. Identitas Terdakwa
NamaLengkap               :  NURDIN Bin MURSALIM
Tempat lahir                 :  Bara Batu
Umur/Tanggal lahir       :  30 Tahun /06 Oktober 1982
Jenis Kelamin               :  Laki-laki
Kewarganegaraan :  Indonesia
Tempat tinggal : Kampung    Bara    Batu,    Desa    Bara    
Batu Kecamatan Labakkang,  KabupatenPangkajene.
Agama :  Islam 
Pekerjaan :  Sopir Mobil
Pendidikan :  SD (tidak tamat)
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II. Posisi Kasus
Bahwa ia Terdakwa NURDIN Bin MURSALIM, pada hari Selasa, 
tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 17.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Kampung Bara 
Batu, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, Terdakwa dengan sengaja 
dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu 
lelaki KANI Bin UKKASE (dalam hal mi selaku korban), yang rnana 
perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal ketika Korban melamar Muliati kakak dari Terdakwa, 
dimana permintaan mahar dari keluarga Terdakwa sebesar Rp. 
5.000.000,-(lima juta rupiah) namun korban hanya mampu membayar 
mahar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hal tersebut 
disetujui oleh orang tua Terdakwa yaitu Mursalim sehingga 
berlangsunglah pernikahan antara korban dengan Muliati kakak dari 
Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 juni 2013, sekitar jam 16.20 
wita, namun Terdakwa tetap tidak setuju dengan pernikahan kakaknya 
tersebut; 
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut berlangsung Terdakwa pernah 
mengatakan kepada korban melalui Handphone dan mengatakan : 
"kamu jangan datang untuk menikah dengan kakak saya kalau 
uangmu hanya tiga juta rupiah, lima juta baru jadi " akan tetapi 
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Terdakwa tetap datang dengan membawa mahar sebesar 
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut; 
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Terdakwa tidak menchadiri 
acara pernikahan kakaknya karena terdakwa pada saat itu pulang 
menuju ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil badik yang 
disimpan di atas kulkas, bahwa dengan perasaan emosi Terdakwa 
menuju kerumah orang tuanya dengan maksud untuk membunuh 
korban;
- Bahwa setelah akad nikah terlaksana tepat pukul 17.00 wita, 
Terdakwa sampai di rumah orang tuanya tempat berlangsungnya 
akad nikah, dan Terdakwa melihat korban sementara duduk di atas 
rumah dan seketika itu pula Terdakwa dengan emosi langsung 
mencabut badik yang terselip di pinggang sebelah kirinya dan 
langsung menikam korban tepat di ulu hati korban, dan penikaman 
tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang kali dan setelah itu 
Terdakwa langsung meninggalkan rumah orang tuanya dan 
menyerahkan diri ke kantor polisi ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 
tersebut korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam 
Visum Et Refertum Nomor : 040/RSU/VER/5.5/VI/2013 tanggal 07 
Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Inaya Djabir, dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut:
 Masuk dalam keaadaan meninggal;
 Keluar darah dari kedua lubang hidung;
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 Luka robek pada dada kanan dengan panjang enam centimeter, 
lebar dua centimeter, dan dalam sampai tulang ;
 Luka robek pada dada dengan panjang dua sentimeter, lebar nol 
koma lima sentimeter, dan dalam satu sentimeter;
 Luka robek disamping dada kiri dengan panjang tiga centimeter, 
lebar dua sentimeter, dan dalam tiga sentimeter;
 Luka robek pada perut bagian atas dengan panjang tiga koma 
limaCentimeter, Lebar satu sentimeter dan dalam tujuh 
centimeter.61
2. Kasus di Pulau barrang Lompo tahun 2013
Bermula dari keinginan kedua orang tua untuk menjodohkan kedua 
anak mereka dan terjadilah prosesi perkawinan yang dimana pihak laki-
laki telah meberikan  Uang panai sebanyak yang disepakati setelah 
terjadinya akad nikah pihak mempelai perempuan yang bernama Muli 
tidak ingin bersetubuh dengan  sang suami yang bernama Ali dan 
memberikan syarat  bahwa dia ingin saja disetubuhi pada malam itu 
dengan suaminya namun setelah itu sang suami menceraikannya.
Sang suami tidak menerima hal tersebut dan memberitahukan 
kejadian tersebut kepada kedua orang tuannya yang sehinnga orang 
tuanya merasa siri’dan menuntut untuk dikembalikan uang panai yang 
sudah dibayarkannya dan pihak perempuan tidak bersedia 
mengembalikan Uang Panai yang telah diberikan dengan dalih bahwa 
                                                            
61Hasil penelitian wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 maret 2014.
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Uang Panai tersebut telah digunakan untuk melaksanakan perjamuan 
pesta yang dimana perjamuan tersebut dinikmati bersama oleh termasuk 
keluarga lelaki.62
3. Kasus di Kab. Gowa tahun 2013.
Bermula terjadinya proses perkawinan antara lelaki beristeri
bernama Hasan dan calon istrinya bernama Tati dan pada saat proses 
pelamaran telah disepakati sejumlah uang panai dan Sundrang berupa 
rumah tinggal beserta tanahnya yang dimana pihak lelaki bersedia untuk 
memenuhinya.
Setelah 6 bulan menjalani rumah tanggaternyata terjadi perceraian 
diantara mereka dan pihak perempuan menuntut sundrang yang telah 
dijanjikan namun ternyata sundrang yang dimaksud masih dimiliki penuh 
oleh ibu dari pihak lelaki dan tak ingin menyerahkan sundrang tersebut
karena mengangap perempuan tersebut bukan menantunya.63
4.1. Kedudukan Uang Panai’ Dalam Aspek Perjanjian
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.64 Dari 
peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 
dinamakan perikatan.65 Semua perjanjian adalah batal, jika 
pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang 
                                                            
62 Hasil penelitian wawancara yang dilakukan  pada tanggal 20 maret 2014.
63 Hasil penelitian wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 maret 2014.
64 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal, 1313. Tentang perikatan-perikatan.
65 Subekti. Hukum Perjanjian, 2002. Intermasa,  jakarta. Hal 1.
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terikat. Suatu syarat yang berada dalam kekuasaan yang terikat 
dinamakan suatui syarat potestatif. Bahwa suatu perjanjian yang 
digantungkan pada suatu syarat seperti itu batal, memang sudah 
semestinya. Begitu pula ada suatu ketentuan dalam Hukum Perjanjian, 
bahwa semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak 
mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengtan kesusilaan, atau 
sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan berakibat 
bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tidak mempunyai suatu 
kekuatan kekuatan hukum apapun. 
Sama halnya dengan perjanjian pembayaran Uang Panai’ pada 
Perkawinan suku Bugis Makassar dimana Uang panai’ atau dalam bahasa 
adat bugis Makassar doe’ menre’ / doe’ Panai’ (doe’ balanja) yaitu 
merupakan syarat pinangan berupa uang pembayaran pihak laki-laki 
kepada pihak perempuan, namun sebelum pihak laki-laki membawa uang 
panai’ tersebut dilaksanakan terlebih dahulu dulu prosesi yang disebut 
Appa’nassa / Mappattuada( yang artinya adalah pengambilan keputusan 
untuk menyepakati hal-hal yang telah diperjanjikan) setelah melaksanakan 
rangkaian prosesi-prosesi adat sebelumya, pada saat prosesi inilah 
segala sesuatunya diperjanjikan baik itu waktu dan tempat pelaksanaan 
Akad nikah, mas kawin, mahar, sundrang termasuk besaran uang Panai’ 
yang disyaratkan pihak perempuan untuk dibawa oleh pihak lai-laki. Uang 
panai adalah hal prasyarat utama sebelum melanjutkan prosesi pesta 
perkawinan tersebut, dimana uang panai ini ditentukan oleh keluarga 
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mempelai wanita yang dituntutkan kepada calon mempelai pria untuk 
membayarkannya dengan kesepakatan yang telah disepakati terlebih 
dahulu. Seringkali makna Uang Panai’ ini di persalah artikan oleh 
sebagian masyarakat, ada yang menganggap bahwa uang panai itu sama 
dengan Mahar, tetapi pada kenyataannya hasil penelitian mengatakan 
bahwa Uang panai’ tersebut berbeda dengan Mahar, sebab Uang panai’
yang di maknai sebagai uang adat yang terbilang wajib untuk dibayarkan 
karena apabila permintaan Uang Panai’ ini tidak terpenuhi tidak jarang 
dapat membatalkan prosesi pernikahan masyarakat suku Bugis-Makassar, 
sedangkan mahar yang juga bermakna sama dengan sompa atau 
sunrang, yang dapat berupa harta tidak bergerak ataupun sejumlah uang 
dengan nominal yang ditentukan dalam hukum Islam.  
Permintaan Uang Panai’ inipun sangat beragam nominalnnya, 
tergantung dari kasta, derajat, serta status sosial, bahkan berdarah ningrat 
atau tidaknya calon mempelai wanita sangat diperhitungkan. Karena adat 
kebiasaan Uang Panai’ Ini semakin menjadi ajang pamer kemampuan 
secara finansial, maka banyak pemuda-pemuda yang nyaris berfikir dua 
kali untuk segera menikah bahkan karena fenomena Uang Panai’ inipun 
praktik budaya siri’ seperti yang telah penulis uraikan pada bab II, marak 
terjadi.
Melihat keutamaan dan unsur Uang Panai’ ini yang dimana melalui 
suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan 
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melakukan perikatan antara dua belah pihak maka kesepakatan Uang 
Panai’ ini melahirkan suatu perjanjian.
Dan dari subtansial dari Perjanjian Uang Panai’ maka perjanjian 
Uang Panai’ dapat dikategorikan sebagai:
1. Perjanjian Sepihak, jika yang diperjanjikan yaitu Uang Panai’
sebagai hal yang terpisah dari prosesi perkawinan ini dikarenakan 
Uang Panai’ bisa dianggap sebagai suatu hadiah atau 
pembayaran sepihak dalam hal ini pihak laki-laki memberikan 
sejumlah Uang sebagai prasyarat.
2. Perjanjian timbal balik tidak sempurna, Jika yang diperjanjikan itu 
Uang Panai sebagai satu kesatuan dari prosesi perkawinan ini 
dikarenakan adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu 
pihak laki-laki wajib membayarkan Uang Panai’ dan Pihak 
perempuan wajib untuk mengikuti kelanjutan dari prosesi 
perkawinan.
Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan perjanjian Uang 
Panai’ yaitu sesuai Undang-undang R.I  nomor 1 tahun 1974. Bab II 
tentang syarat-syarat perkawinan  tertuang dari pasal 6 ayat 1-6 yang 
berbunyi bahwa; 
- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- Untung melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 
tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. 
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- Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 
izin dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup 
atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka 
masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang ayat (2), (3) 
dan (4) atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 
menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum 
tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dpat memberikan izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orangtersebut dalam ayat (2), (3) dan (4). 
- Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanyadan kepercayaannya itu 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Jika merujuk pada perundang-undangan maka yang berwenang 
melakukan perjanjian Uang Panai’ adalah seseorang yang dianggap 
berwenang untuk menikahkan anak perempuannya,  sesuai pasal 6 
Undang-undang no 1 tahun 1974 ayat 1-6.66
                                                            
66  Undang-undang R.I. NOMOR 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan.
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Namun tidak terlepas karena negara indonesia adalah negara 
dengan keanekaragaman suku budaya dan adat istiadatnya, maka 
pada sistem perkawinan suku bugis makassar dilaksanakan sesuai 
aturan adat yang berlaku, dimana pihak yang berwenang untuk 
melakukan perjanjian Uang Panai’ yaitu Ayah dari mempelai 
perempuan dikarenakan ayah adalah selaku kepala keluarga atau 
pemimpin keluarga, dan setelah itu apabila calon tersebut sudah 
meninggal ayahnya maka barulah sang Ibu yang berwenang 
melakukan perjanjian. Dilanjutkan oleh paman dari ayah 
perempuan apabila orang tuanya sudah meninggal.
4.2 Penerapan Sanksi dari ingkar janji atas kesepakatan Uang 
panai’ dalam perkawinan suku Bugis Makassar.
Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah 
dan mufakat, baik didalam keluarga, hubungan kekerabatan, 
ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri suatu 
pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan 
persilisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan 
penyelesaianya secara rukun dan damai secara musyawarah dan 
mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru 
pertikaian itu langsung dibawa dan disampaikan ke pengadilan negara.
Corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan 
biasanya didahului oleh adanya semangat itikad baik, adil, dan bijaksana 
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dari orang yang dipercaya sebagai “penengah” perkara atau semangat 
dari majelis permusyawaratan adat.67
Mengacu pada pasal 1320 KUHPer/BW kesepakatan uang panai’
sesuai pada syarat ke tiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab 
yang halal, maka  perjanjian Uang Panai’ atau kesepakatan Uang Panai’
dikatakan sah karena memenuhi syarat sah perjanjian. Maka setiap 
perjanjian apabila mengalami ingkar janji (wanprestasi) atau cedera 
prestasi akan melahirkan sanksi, Pada proses penyelesaian perkara adat 
secara umum diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pada 
kasus “ ingkarjanji terhadap kesepakatan Uang Panai’ dalam perkawinan 
Bugis Makassar”, penerapan sanksi yang dilakukan sama yaitu memulai 
dengan musyawarah dan mufakat oleh pemangku adat atau majelis 
permusyawaratan adat. Sanksi yang diterapkan pada kasus tersebut tidak 
lepas dari sanksi moral, dan pada kasus ingkar janji terhadap 
kesepakatan Uang Panai’ sanksi moral yang ditimbulkan yaitu berupa 
praktik budaya siri’, misalnya pada kasus 1,2,3, akibat permintaan Uang 
Panai’ yang tidak terbayarkan maka pihak keluarga mempelai wanita 
merasa siri’. Bentuk sanksi moral yang ditimbulkan bermacam-macam 
seperti pada kasus 1, berujung dengan tindak pidana pembunuhan, 
sedangkan pada kasus 2 pihak keluarga mempelai pria meminta untuk 
pengembalian seserahan Uang belanja (uang Panai’), dan pada kasus 3
berakhir pada pengadilan dikarenakan mempelai pria memperjanjikan 
                                                            
67  Dewi Wulansari, 2009. Hukum adata Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Hal 21.
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harta tidak bergerak berupa rumah yang bukan miliknya, melainkan milik 
orangtuanya.68      
Penerapan sanksi dari Ingkar Janji atas kesepakatan Uang Panai’ 
lebih menitik beratkan kepada akibat atau pengaruh-pengaruh negatif 
dalam perilaku sosial masyarakat, karena dengan fenomena Uang Panai’
yang terbilang tidak sedikit nominalnya banyak pemuda-pemuda yang 
mengucilkan harapannya untuk segera menikah, malah tidak jarang 
mempengaruhi psikologi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak 
lazim, misalnya kasus pemuda yang membawa lari atau mengajak kabur 
anak gadis orang, (allariang), (silariang), bahkan hal yang paling parah 
bagi sebagian pemuda yang merasa sangat diberatkan dengan 
permintaan prasyarat utama dari pernikahan tersebut rela menempuh 
jalan pintas yaitu dengan berbuat tidak senonoh yang juga dilarang oleh 
ajaran Islam, seperti menghamili anak gadis orang, yang meskipun 
notabene adalah pacarnya sendiri, namun karena hanya didasari rasa 
saling cinta maka mereka melalukan hal tersebut dengan tujuan akan 
terpaksa di nikahkan tanpa prasyarat Uang Panai’ yang wajib dibayarkan, 
dampak ini bukan hanya bertujuan untuk segera dinikahkan tetapi juga 
untuk menghindari praktik budaya siri’ yaitu berupa mate siri’ dan tappela 
siri, dikarenakan akan timbul masalah baru yaitu dimana pihak perempuan 
akan merasa siri’ dengan dinodahinya perempuan tersebut. 
                                                            
68  Hasil penelitian wawancara, pada tanggal 28 maret 2014.   
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Tidak sedikit dari kejadian seperti ini berujung tindakan-tindakan 
kriminal yang akhirnya melahirkan dendam keluarga secara turun 
temurun. Melihat dampak-dampak yang lahir dari budaya Uang Panai’ 
tersebut tentunya sangat mengganggu kehidupan sosial bermasyarakat 
yang tentunya hal tersebut tidak bisa dibiarkan, maka kita sebagai 
masyarakat bahkan pemerintah harus lebih jeli untuk segera mengambil 
tindakan agar tidak mengakar dan tidak terjadi berulang-ulang.
Selain dampak negative hal yang sangat berpngaruh juga terletak 
pada pergeseran nilai budaya Uang Panai’ tersebut. Bagi masyarakat 
Bugis-Makassar, pernikahan bukan sekedar mempertemukan hubungan 
dua insan dalam satu mahligai rumah tangga, akan tetapi lebih dari pada 
itu, pernikahan adalah momen mempertemukan dua keluarga besar 
dengan segala identitas dan status sosial serta cara melestarikan garis 
silsilah dan posisi di tengah masyarakat. Sadar atau tidak, hal ini adalah 
warisan sistem feodal di masa silam yang jejak-jejaknya masih sangat 
bisa ditemukan pada masa kini, khususnya pada momentum pernikahan.
Menikah atau pernikahan dalam tradisi Bugis Makassar bukanlah 
sesuatu hal yang murah. Mengingat dalam prosesinya  adanya uang
panai sebagai salah satu prasyarat utama di mana calon mempelai laki-
laki memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan yang 
akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan 
belanja pernikahan. Uang panai berbeda dengan mahar, kedudukannya 
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sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati 
oleh kedua pihak keluarga mempelai.
Pada kenyataannya, uang panai terkenal tidak sedikit jumlahnya. 
Tingkat strata sosial perempuan dan jenjang pendidikan umumnya 
menjadi standar dalam penentuan jumlah nominal uang panai. Uang 
puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang 
lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan 
darah biru (keturunan dari kerajaan Tallo, Gowa, atau Bone) ataupun 
tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, 
Kedokteran, PNS, dst, maka uang panai’nya akan berpuluh-puluh sampai 
beratus-ratus juta. Semakin tinggi nominal uang panai maka semakin 
tinggi pula citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat.
Lalu bagaimana dengan golongan masyarakat kurang mampu yang 
juga hendak melangsungkan pernikahan dengan 
tuntutan uang panai yang terbilang tinggi? Tidak dapat dipungkiri bahwa 
pihak keluarga (saudara ayah atau ibu), memiliki pengaruh yang cukup 
penting dalam pengambilan keputusan mengenai besarnya uang panai. 
Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak 
bertemunya keinginan dua pihak.
Jika kita menulusuri sejarah budaya Uang Panai’ ini dimulai sejak 
zaman kerajaan Gowa Tallo dimana Permintaan Uang Panai’ hanya 
berlaku bagi masyarakat biasa yang ingin Meminang seorang gadis yang 
berasal dari keluarga kerajaan maka di syaratkan untuk membawa 
78
bebarapa persembahan yang juga didalamnya permintaan besaran uang 
(dulu koin emas). Seiring perkembangan zaman tradisi ini mengalami 
pergeseran ke kalangan dibawahnya sehingga berlaku di semua lapisan 
sosial masyarakat yang dulunya cuma berlaku dikalangan kerajaan 
namun telah berlaku secara menyuluruh sehingga tanpa memandang asal 
dari keturunan uang panai’ ini disyaratkan bagi laki-laki yang ingin 
meminang seorang perempuan hanya besaran nilainya saja yang berbeda 
sesuai denga tingkatan sosial yang disandang oleh keluarga perempuan.
Dan Budaya Uang Panai’ ini terus mengalami pergeseran sampai ke 
zaman globalisasi sekarang bahkann pernikahan masyarakat Bugis 
Makassar pun mulai bergeser. Pernikahan yang terjadi di desa dan di kota 
menampilkan perbedaan yang signifikan. Jika pesta pernikahan yang 
berlangsung di desa masih terkesan sederhana dan merakyat, maka 
tradisi pesta pernikahan di kota Makassar misalnya, akan berlangsung di 
gedung-gedung mewah, hotel berbitang lima, dan tidak jarang 
mendatangkan artis lokal atau ibu kota sebagai bentuk hiburan bagi para 
tamu undangan. Hal ini dengan sendirinya akan berpengaruh pula pada 
semakin besarnya nominal uang panai terlebih jika uang
panai diumumkan ke muka publik saat akad nikah. Sebuah simbolisasi 
yang semakin vulgar. Semua hal tersebut merujuk pada kemampuan 
seseorang ataupun keluarga dan penegasan status sosial dalam 
masyarakat.
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Bergesernya tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis Makassar 
menjelaskan adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya. 
Pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh 
globalisasi dan hadirnya budaya lain. Pada era globalisasi telah terjadi 
perubahan-perubahan cepat dimana dunia menjadi transparan, jarak dan 
waktu seakan tanpa batas. Perubahan yang mendunia ini akan 
menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, dari nilai yang kurang baik 
menjadi baik ataupun sebaliknya. Salah satu aspek yang bergeser dalam 
kehidupan masyarakat dewasa ini adalah sistem nilai budaya yang 
menjadi ciri khas dari suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, 
perubahan kebudayaan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan 
diantara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga 
memungkinkan terjadinya keadaan yang tidak sesuai fungsinya bagi 
kehidupan.
Salah satu efek dari modernisasi adalah pergeseran nilai. Hal ini bisa 
ditemukan dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ketika 
ditemukan unsur baru yang menarik, maka masyarakat pun dengan 
perlahan tapi pasti akan mengikut pada nilai tersebut. Fenomena yang 
paling jelas terlihat adalah pola gaya hidup yang glamor dan konsumtif. 
Menjamurnya entertainment complex serta hotel-hotel mewah nan megah 
di kota besar adalah variabel yang turut membantu menjelaskan apa yang 
menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dan tradisi 
masyarakat perkotaan.
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Pesta yang mewah di hotel-hotel berbintang, pola konsumsi yang 
berlebihan, serta gaya hidup glamor adalah ciri masyarakat modern. 
Masyarakat modern adalah masyarakat konsumtif, yaitu masyarakat yang 
terus menerus berkonsumsi. Akan tetapi, konsumsi yang dilakukan bukan 
lagi hanya sekedar kegiatan yang berasal dari produksi. Konsumsi tidak 
lagi sekedar kegiatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dan 
fungsional manusia. Konsumsi telah menjadi budaya, budaya konsumsi. 
Seiring hadirnya budaya konsumsi, maka dengan serta merta, sistem 
masyarakat pun telah berubah menjadi masyarakat konsumerisme. 
Konsumerisme dalam sejumlah literatture dimaknai 
ganda. Pertama, melihat konsumerisme sebagai gerakan atau kebijakan 
untuk melindungi konsumen dengan metode dan standar kerja produsen, 
penjualan, dan pengiklanan. Kedua melihat konsumerisme sebagai 
paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah 
sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan, selain sebagai sebuah 
prestise.
Baudrillard mengungkapkan bagaimana terbentuknya ‘masyarakat 
konsumen’. Komunitas masyarakat konsumen adalah masyarakat yang 
secara tak sadar telah menjadikan konsumsi sebagai pusat aktivias atas 
kehidupan masyarakat dengan hasrat yang kuat akan materi, dan selalu 
ingin belanja. Menurutnya, dalam masyarakat konsumsi persepsi terhadap 
barang (komuditi) telah berubah dari sekedar kebutuhan yang memiliki 
nilai tukar dan nilai guna, berubah menjadi komoditas citra dan gengsi. 
81
Orang berbelanja selain karena ingin meraih kepuasan dan memenuhi 
kebutuhan, juga karena mengharapkan citra tersendiri karena telah 
memiliki barang. Lebih lanjut, Baudrillard menjelaskan bahwa ketika kita 
mengonsumsi objek, maka kita juga mengonsumsi tanda, dan pada 
prosesnya kita mendefinisikan diri kita. Oleh sebab itu, kategori objek 
dipahami sebagai produksi kategori persona. “Melalui objek, setiap 
individu dan kelompok menemukan tempat masing-masing pada sebuah 
tatanan, semuanya berusaha mendorong tatanan ini berdasarkan garis 
pribadi. Melalui objek, masyarakat terstratifikasi agar setiap orang terus 
berada pada tempat tertentu”. Hal tersebut tentu saja memberikan 
penegasan bahwa masyarakat (tingkatan lebih luas) merupakan apa yang 
mereka konsumsi dan berbeda dari tipe masyarakat lain berdasarkan atas 
objek konsumsi. Pola hidup glamor, budaya konsumtif yang berlebihan, 
sampai pada pesta pernikahan mewah di hotel-hotel berbintang, 
teridentifikasi sebagai pola kehidupan masyarakat modern di kota 
Makassar.
Kebutuhan akan gaya hidup mewah dan glamor dengan status dan 
kedudukan sosial dalam masyarakat di kota Makassar jelas berpengaruh 
pada besar kecilnya nominal uang panai yang diminta oleh keluarga dari 
calon mempelai perempuan. Keinginan untuk memenuhi uang panai yang 
disyaratkan tersebut juga terkait dengan teori kepuasan yang lebih 
didekatkan pada faktor-faktor kebutuhan konsumsi dan kepuasan individu. 
Tidak hanya itu, nilai-tanda dan nilai-simbol, yang berupa status, prestise, 
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ekspresi gaya dan gaya hidup, kemewahan dan kehormatan adalah motif 
utama aktivitas konsumsi masyarakat konsumer.
Besar kecilnya nominal uang panai dalam suatu pernikahan tidak lagi 
menjadi sebuah tradisi pada umumnya, melainkan telah menjadi sebuah 
ajang tampilan gaya hidup mewah, prestise dan status sosial seseorang 
atau keluarga untuk mendapatkan nilai di mata masyarakat. Dalam 
masyarakat konsumer, konsumsi sebagai sistem pemaknaan tidak lagi 
diatur oleh faktor kebutuhan atau hasrat mendapat kenikmatan, namun 
oleh seperangkat hasrat untuk mendapatkan kehormatan, prestise, status 
dan identitas melalui sebuah mekanisme penandaan
Untuk sebuah pesta pernikahan yang mewah dan glamor, maka 
nominal uang panai yang disyaratkan juga harus tinggi. Pada dasarnya, 
masyarakat menginginkan penilaian terhadap dirinya. Penilaian tersebut 
mencakup kebutuhan akan harga diri, kompetensi, penghargaan dari 
orang lain, prestise, kedudukan, pengakuan, martabat, dan nama baik. 
Pemenuhan jumlah nominal uang panai yang ditetapkan juga dianggap 
sebagai bentuk penghargaan yang dinilai pantas untuk kedudukan 
tersebut.
Masyarakat konsumer yang berkembang saat ini adalah masyarakat 
yang menjalankan logika sosial konsumsi di mana kegunaan dan 
pelayanan bukanlah motif terakhir dari tindakan konsumsi, melainkan lebih 
kepada produksi dan manipulasi penanda-penanda sosial. Individu 
menerima identitas mereka dalam hubungannya dengan orang lain, bukan 
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dari siapa dan apa yang dilakukannya, namun dari tanda dan makna yang 
mereka konsumsi, miliki dan tampilkan dalam interaksi sosial. Mewahnya 
sebuah pesta pernikahan adalah cerminan tingginya kebutuhan konsumsi 
masyarakat dan tuntutan gaya hidup modern nan mewah. Kebutuhan-
kebutuhan tersebut dengan serta-merta akan berpengaruh pada besarnya 
nominal uang panai sebagai bentuk penanda-penanda sosial dalam 
masyarakat Bugis-Makassar yang bermukim di kota.
Menikahi perempuan Bugis-Makassar dikenal sangat mahal dengan 
nominal uang panai yang terbilang tidak sedikit jumlahnya. Acara-acara 
pernikahan tersebut menjadi tempat paling jelas mempertontonkan 
standar-standar baru bagi status sosial masyarakat Bugis-Makassar, di 
mana penentuan jumlah uang panai menjadi cerminan kedudukan yang 
dicapai oleh orang tua calon mempelai perempuan. Kondisi ini tak jarang 
pula melahirkan persepsi oleh sebagian orang di luar tradisi sebagai 
perilaku “menjual anak perempuan”. Bagi laki-laki dari daerah di luar 
Sulawesi yang tidak membutuhkan modal banyak untuk pernikahan, 
sangat wajar jika mempersepsikan uang panai sebagai harga seorang 
anak perempuan Makassar. Bagaimanapun, persepsi lahir dari gambaran 
yang bergantung dari pengalaman sebelumnya.
Ironisnya masalah uang panai dalam masyarakat modern cenderung 
melahirkan penyakit masyarakat. Tidak jarang kita mendengar bagaimana 
sebuah keluarga menyebutkan uang panai hingga berpuluh-puluh juta 
atau bahkan ratusan juta rupiah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. 
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Hal tersebut ditempuh oleh sebagian masyarakat sebagai jalan pintas 
untuk tetap menjaga citra di satu sisi, dan di sisi lain tidak hendak 
terbebani dengan biaya mahal tersebut. Penyakit masyarakat atau 
patologi sosial semacam ini muncul sebagai solusi dalam dinamika serta 
pergeseran tradisi sekaligus sebagai bentuk resistensi kultural atas tradisi 
yang terlanjur mengakar namun juga tidak ingin melepaskan diri dari 
tuntutan gaya hidup modern dan glamor hingga berdampak pada 
kesenjangan sosial.
Sumber terjadinya pergeseran tradisi uang panai dalam masyarakat 
modern disebabkan oleh faktor materil, yaitu teknologi. Akan tetapi, selain 
faktor materil terdapat juga fatkor non materil; nilai, ide, dan ideologi. 
Maksud nilai sebagai sebab yaitu merujuk pada hadirnya anggapan 
terhadap sesuatu yang pantas atau tidak pantas, ide merupakan 
pengetahuan dan kepercayaan, sedangkan ideologi merupakan 
serangkaian kepercayaan dan nilai yang digunakan untuk membenarkan 
atau melegitimasi bentuk tindakan masyarakat.
Pada akhirnya, tradisi uang panai dalam masyarakat modern kota 
Makassar akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan 
gengsi semata. Tuntutan gaya hidup glamor dan modern menjadi pemicu 
yang kuat dalam penentuan besarnya jumlah uang panai. Disadari atau 
tidak, tidak hanya pihak keluarga calon mempelai perempuan yang akan 
ditinggikan derajatnya, akan tetapi keluarga calon mempelai laki-laki juga 
berhasil mempertegas kedudukannya dengan kemampuan memenuhi 
85
prasyarat uang panai yang jumlahnya tidak sedikit atau bahkan di atas 
kemampuan rata-ratanya. Hal yang menjadi pertanyaan besar kemudian 
adalah bagaimana seseorang laki-laki Bugis Makassar mempertahankan 
harga diri dengan jumlah nominal uang panai yang terbilang tidak sedikit, 
pilihan-pilihan yang hadir kemudian tak lain adalah bentuk-bentu 
pertahanan harga diri atau dikenal dengan istilah siri’.
4.3. Analisis penulis
Sistem Perkawinan Bugis-Makassar Mencakup beberapa hukum 
yang berlaku di Negara kita yaitu Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum 
positif jika diurut menurut keutamaannya atau prioritas-nya maka 
urutannya yaitu Hukum Adat, Hukum Agama kemudian Hukum Positif 
bahkan Hukum Positif dianggap sebagai administratif saja sebagai 
legalitas kewarganegaraan saja ini disebabkan pada dasarnya pada 
sistem perkawinan yang ada di Indonesia jika telah memenuhi Hukum 
Adat dan Hukum  Agama maka sebagian besar telah memenuhi Hukum 
Positifnya karena sistem perkawinan di Indonesia tidak banyak 
menyimpang dari kaidah-kaidah bermasyrakat dan berwarganegara. 
Pada kasus 1 terjadinya tindak kriminal diakibatkan tidak 
ketidakjelasan perjanjian antara pihak lelaki dan perempuan sehingga 
kakak dari perempuan yang seharusnya juga mengetahui kejelasan 
perjanjian tersebut mengambil tindakan yang berujung pada tindakan 
kriminal yang dimana dengan budaya  Siri’ yang dianutnya merasa bahwa 
malu keluarganya turut menjadi beban di pundaknya. 
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Pada kasus 2 perselisihan dan masalah yang timbul diakibatkan 
ketidak  jelasan kesepakatan dari Uang Panai’. mungkin dilihat dari 
kesepakatan besaran nilai yang harus dipenuhi pihak lelaki cukup jelas 
namun peruntukan dari uang panai’ tersebut selama ini tidak jelas 
peruntukannya apakah untuk membiayai prosesi perkawinan atau hanya 
untuk persyaratan peminangan saja sehingga penulis menganggap
pentingnya untuk memberikan penjelasan pada perjanjian peruntukan dari 
uang Panai tersebut untuk memenuhi syarat perjanjian yaitu karena 
adanya hal tertentu (kepentingan).
Pada kasus 3 sebenarnya tak jauh beda dengan kasus 2 hanya pada 
kasus 3 perselisihan diakibat bukan mengenai peruntukan tapi lebih 
kepada pembatalan kesepakatan dan masa berlaku dari kesepakatan 
Sundrang tersebut.
Dimana pada kasus ke 3 pemberian sundrang tersebut tidak sesuai 
dengan aturan yang berlaku seperti yang tertuang pada pasal 584 BW 
tentang cara memperoleh hak milik yang berbunyi : 
“Hak, milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara 
lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, 
karena pewarisan, baik menurut undang-un dang maupun menurut wasiat, 
dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa 
perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan seorang yang berhak 
berbuat bebas terhadap kebendaan itu”. 
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Dimana pada kasus ke 3 tersebut seorang yang dimaksud berhak 
adalah ibu dari mempelai laki-laki sebagai pemilik rumah dan tanah 
tersebut. 
Selama ini sanksi atas Ingkar dari Uang Panai’ hanya berupa sanksi-
sanksi yang berlaku di hukum adat yaitu pengucilan dalam kehidupan 
sosial, pencabutan gelar kebangsawanan jika dia berasal dari keturunan 
bangsawan atau bahkan pengusiran dari wilayah komunal berlakunya 
adat budaya tersebut.namun fenomenanya bagi pihak yang dirugikan 
sanksi-sanksi Adat ini tidak memenuhi keadilan bagi mereka sehingga 
mereka bertindak sendiri-sendiri.
Menurut penulis bahwa kesepakatan uang Panai’ Maupun Sundrang 
jika dilihat secara hukum meskipun terlahir dari turunan dari hukum Adat, 
namun kesepakatan uang panai telah memenuhi unsur perikatan, syarat-
syarat perjanjian dan Asas-asas perjanjian sehinggga memandang 
pentingnya Kesepakatan Uang Panai’ untuk dibuat menjadi suatu akta 
perjanjian resmi yang sah ini demi melindungi kedua belah pihak dan 
mencegah terjadinya tindak-tindakan kriminal yang diakibatkan oleh 
kesepakatan tersebut baik itu secara pidana maupun perdata sehingga 
Uang Panai ini dikembalikan pada hukum positif yang dimana sanksi atas 
Ingkar Janji terhadap Uang Panai itupun dengan sendirinya kembali 
kepada hukum perdata yang dimana jika terjadi permasalah didalamnya 
maka penyelesaiannya diselesaikan melalui lembaga-lembaga hukum dan 
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peradilan sehingga sanksi atau ganti rugi atas ingkar terhadap Uang 
Panai’ bias lebih adil dan terukur.
Pentingnya kesepakatan Uang Panai dan Sundrang untuk dibuatkan 
suatu Akta perjanjian yang formal menurut penulis karena didalamnya 
akan memuat besaran nilai kesepakatan, masa berlaku perjanjian dan hal-
hal yang dapat membatalkan perjanjian tersebut ini berarti telah 
memenuhi Unsur-unsur perikatan, syarat-syarat Perjanjian serta Asas-
asas Perjanjian.
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BAB 5
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
a. Uang panai’ yang merupakan prasyarat utama dari suatu perkawinan 
dalam suku bugis–makassar merupakan suatu prestise yang 
dituangkan dalam bentuk komitmen atau perjanjian antara dua belah 
pihak, yang dimana pihak yang dimaksud adalah orang yang berhak 
melakukan perjanjian, sesuai aturan yang tercantum pada pasal 6 
ayat 1-6 undang-undang no.1 tahun 1974. Dimana uang panai’ ini 
adalah aturan adat yang terbilang wajib untuk dibayarkan sebab tidak 
jarang perkawinan batal dilaksanakan jika tidak terpenuhinya uang 
panai’ terbukti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Pangkep, 
Kabupaten Gowa dan Pulau Barrang Lompo. Kedudukan Uang panai’ 
dalam aspek perjanjian maka Uang Panai’ adalah suatu bentuk 
perjanjian dimana terpenuhinya isi pasal 1320 KUH Perdata tentang 
syarat sah suatu perjanjian, dimana perjanjian uang panai’ tersebut 
tertuang pula dalam bentuk perjanjian yang tercantum pada pasal 
1314 KUH Perdata yang menggolongkan pada perjanjian Cuma-Cuma 
dan perjanjian atas beban. 
b. Munculnya banyak kasus akibat budaya Uang Panai’ ini dikarenakan 
banyaknya penafsiran dan penyimpangan atas arti sebenarnya. 
Budaya Uang Panai’ tersebut tidak sedikit orang yang mengambil 
kesempatan pada budaya Uang Panai’ ini untuk mengambil 
90
keuntungan sehingga berkesan ingin menjual anak gadis mereka. 
Fenomena-fenomena permasalahan yang muncul dari Uang Panai’ ini 
dikarenakan perjanjian Uang Panai’ ini abstrak dalam kata lain bahwa 
dari segi substansialnya jelas namun dikategorikan informal dari segi 
keabsahannya. Sedangkan sanksi terhadap tradisi Uang Panai’ ini 
berujung kepada sanksi moral dimana sanksi moral tersebut sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan budaya siri’.
5.2. Saran
Demi menghindari banyaknya penafsiran dan akibat dari ingkar janji 
atas Uang Panai’, penulis menyarankan jika pada saat prosesi 
perkawinan akan berlangsung maka sebaiknya kedua belah pihak untuk 
membuat suatu perjanjian perkawinan (pranikah) meskipun tidak familiar 
dalam budaya timur, namun demikian dengan semakin komplicated 
masalah perkawinan, maka dengan perjanjian pranikah ini diharapkan 
guna untuk  mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diharapkan, 
terkait misalnya antara hak dan kewajiban suami isteri setelah 
perkawinan, masalah utang antara suami dan isteri, penguasaan salah 
satu pihak terhadap harta bawaan saat terjadinya perceraian, serta  
larangan poligami yang paling mendasar dari semuanya. Bahkan jika 
perlu pemerintah agar lebih memperhatikan fenomena perkawinan dalam 
masyarakat suku Bugis-Makassar untuk menyediakan atau sebagai 
fasilitator penyediaan jasa notaris pada lembaga-lembaga yang 
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menangani perkawinan seperti KUA. Hal ini juga guna untuk pencegahan 
lebih dini terhadap praktik Budaya Siri’.
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